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BUPATI dORONTALO o
PERATURAN BU ATI GORONTALO
NOMOR 5 AHUN 2015
: TE ANG

: PEDOMAN PELAKSANAAN VALUASI DAN PENGAWASAN

_ KEGIATAN PENGADAAN BA NG/JASA YANG BERSUMBER S

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |

KABUPATEN GORONTALQ TAHUN ANGGARAN 2015 . -~

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

Menimbang "

:' a. bahwa -'u'nl"uk

. Gorontalo Tahu
- Perangkat Da rah ~ di - 11ngkungan Pemerlntah ’ :

| BUPATI? GIORONTALO, i,

| T | »

tertib . ad.minis'tra's'i . pelaksanaan |
pengadaan bar g/ jasa - yang bcrsumbcr ‘dari ~ dana
Anggaran 'Pend patan Belan_]a Daerah Kabupaten

Kabupaten Goro talo serta guna pencapa.lan sasaran_ o
" pelaksanaan _}{e iatan pembangunan Tahun Anggara_n'
2015 yang dil '
Daerah di lingkungan Pemenntah Kabupaten Gorontalo,

sanakan oleh Satuan Kerja Perangkat_‘___'

o .. maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Eva.luas1 dan' o
Pengawasan Keglatan Pengadaan Barang dan Jasa yang .
bersumber dan Anggaran Pcndapatan _dan_ Belan_]a

.-'. bahwa berciaszirkan pértim:bangah' B ?sebégéin_'x.anal )

dirriaksud "paida huruf a, perlu méﬁetapkian Peraturan

' Bupati tentang Pedoman Peléksanélaﬁ Evéluasi dan
" Pengawasan Ke;natan Pengadaan Barang/Jasa yang _

Bersumber darl Anggaran Pendapatan da.n Belan_]a‘
" Daerah Kabupatm Gorontalo Ta.hun Anggaran 2015
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Anggaran 2015 oleh Satua.n Kerja
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Indonesia Tahun 2004

. Undang-Undang
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o Lembaran Nega.r

. Undang—Undang
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21 Repubhk Indones1a Nomor 385 1), B
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Nomor 17 Tahun 2003 tentang
ara (Lerhbaran- ‘Negara  Republik -
in 2003 Nomolr . 47,% ._Tambahain'
2 Republik Indonesia Nomor 4286);
Tahun 2004 ~ tentang
Negara . (Lembaran Negara Repubhk
2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran

Nomor 1

Indonesia Nomor 4355], i
Nomor - 15 ° Tahun 2004 tentang -
:'engclolaan B 'da_n : _Tanggung Jawab
ara (Lcmbaran . .

‘Nomor 66,
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Pemerintahan ;]
Indonesia - Tah1
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Nomor 33 Tahun 2004 tentang

uangan _a.ntara Pemer__mtah Pusat dan

aerah = (Lembaran . | Negai'a' Republik

o Repubhk Indoneswl Nomor 4438], )
' -
-

i
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Nomor . 29 Tahun 1959 tcntang._ -
| ‘Pembentukan Daerah- daerah 'I‘1ngkat I 'di Sulawesi
. (Lembaran Negara Republik Indoncma Tahun 1959
* Nomor 74, 'Tambahan . Lembaran Negara Repubhk

tentang

Republik -~ - -

2004  Nomor 126,5 Tambahan
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-~ Pemerintahan
Indonesia - Tah
. Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 5587),

10.
- Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari -~

12.

' Penyelenggaraan

13.

Peraturan Pemeri

Nomor 23 Tahun 2014 tent_ang' \
aerah (Lembaran Ncgara R_epublilfi '
2014 Nomor 224, ! Tambahan

tah Nomor 30 Tahun 1979 tentang |

151mu ke - Limboto (Lembaran Nega.ra Rep.ublik'
' _Indonesia - Tah

- © _ Lembaran Negar
11,

n 1977 . Nomor 45, Ta.mbaha.n."
Republik Indonesia Nomor 3147),

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
 Usaha dan .
| (Lembaran = Negara Repﬁblik' Indonesia - Tahun 2000
" Nomor .63., (Ta bahan - Lernbaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor| 3955);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tcntang

ran Masyarakat Jasa Konstruksi

Jasa Konstruks_1_ | (Lemba_ran Negara"

Republik Indonedia Tahun 2000 - Nomor 64, : (Tambaha.n |
" Lembaran Negara Repilblik' Indonesia 'Nombr_ 3956); |
Peraturan Pemetintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan

Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Republiki Indonesia Tahun 2000 - ;Nomo_r' ._65,
| (Tambahan Lembaran Negara_ Republik Indonesié;.'

o -Nomor'3957);
- 14,

'Lembaran Negarg
- 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran _ Negara '

Republik Indone;

P_eraturan Pernet

sia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
. Republik Indoncsw. Nomor 4578), -
intah Nomor 38 Tahun 2007 tentang :
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Pemerintahan

. Indonesia - 'I‘a
16.

* Republik Indone'ﬂa Tahun 2010 Nomor - 123, Ta.mbahan._ -

Daerah Kabupa

Lembaran Ncgax

Peraturan Peme

aerah Provinsi - dan I:-"érricrintahan

en/ Kota (Lembaran _Negz_;i'a- _Republik :
12007 Nomor 82, Tambahan

a chubhk Indones1a Nomor 4737); -

Standar- Akuntansi : Pemenntahan (Lembaran Negara

Lembaran Ncgal
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an Pemermtahan antara? Pcmenntah,- o

nntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang_ '
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Memperhatikaﬁ

<t

Menetapkan : PERATURAN BUPAT
" EVALUASI DAN P

- 20. Peraturan Dae

‘Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
' Pengadaan* Barang/Jasa Pemerintah sebagéimana' telah
diubah untuk ketiga kahnya dengan Pcraturan Presiden -

Nomor 172 Tahun 2014,

18. Pcraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun .

-~ 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ‘Daerah ~
‘sebagaimana telah diubah - untuk .kedua kalinya -

~ dengan Peratur
Tahun 2011

' 19.Peraturan Menteri Dala.rn Ncgen Nomor 37 Tahun

2014 ~ tentang

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Kabupaten _Gorontalo Nomor 7
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan -

" Belanja - Daer Tahun Anggaran 2015 (Lembaran

k Daerah Kabupaten Gorohtalo' Tahun- 2014;_ Nomor 7);

Peraturan Bupat1 Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005
tentang 'I‘ugas dan Wewenang Bupat1 dan Wakil Bupat.t

serta Pejabat Dae dalam Melaksanakan Tugas Teknis -

: S'ehari-hari " {Lembaran Daerah K.abupate"n . Gorontalo

Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), ebaga1mana telah diubah

untuk ket1ga kalinya dengan Peraturan Bupatl Goronta.lo"' -

2012 (Berita - Daerah Kabupaten :

MEMUTUSKAN:

TENTANG = PEDOMAN PELAK'SANAAN .

Men_teri' Dalam . Negeri No'nior 21 B '

Pedoman Penyusunan Angga.ran |

INGAWASAN ~ KEGIATAN -| PENGADAAN
BARANG/JASA YANG BERSUMBER DART ANGGARAN | PENDAPATAN

- DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2015 |
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005' tentahg .

Pengelolaan Keuangan - Dacrah (Lembaran Negara_- _
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Ta.mbahan _

Republik Indones1a Nomor 4578)
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Peratura.n Peme

Repubhk Indone
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N - Peraturan ini ‘mulai berlaku pada tanggai .diu'nc_l:':mgkah. g

Agar' se_tiap orang . dapat mengetahuinya, 'memerintahkan péngundénga_r_l
Peraturan . Bupati' ini dengan - penempatannya  dalam Berita Daerah.
Kabupaten Gorontalo. - ' o o

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 22 Juuari 2015

Diundangkan di Limboto .
pada tanggal 22 Jamuari 201§

SEKRETARIS DA ABUPATEN GORONTALO, -

fADIJAH U. TAYEB
1_

- BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

© NOMOR : 5 TAHWN 2015 ;

TANGGAL : 22 JANUARI 2015

TENTANG : PEDOMAN| PELAKSANAAN  EVALUASI DAN
 PENGAWASAN  KEGIATAN PENGADAAN
BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAPQA PENDAPATAN ~ DAN.  BELANJA
DAERAH | KABUPATEN ~GORONTALO ~ TAHUN

ANGGARAN 2015

10.

. Anggaran Pcridépatan dan Belaj

. 'Unit kerja adalah bagian dan

B I
KETENTI':SN UMUM

tahunan pemerintah daerah yan

hja Daerah adalah rencana keuangan

g dibahas dan disetujui bersama oleh
.Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerdh yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada

anggaran/pengguna barang.

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daet

pemerintah daerah selaku pengguna

. Organisasi adalah unsur pemeriptahan daerah yang terdiri dari DPRD,

rah dan Satuan Kerja Perangkat Dacrah

KCpaJa Daerah adalah Bupati Gprontalo.

Pengguna Anggaran yang

pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD at_au

pengguna APBD.

selapjutnya

disebut PA a&lalah pejabat

pejabat

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenanga.n Penggunaan

Barang dan/atau Jasa Milik
Perangkat Daerah.

. Kuasa Pengguna Anggaran yang

aerah di masmg—masmg Satuan Kerja

elanjutnya disebut KPA édalah pejabat

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata
pejabat pada unit kerja SKPD

yang seclanjutnya disingkét PPTK adalah

yang melaksanakan satu ?itau beberapa

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

beberapa program.

SKPD yang m_elaksanak_ém satu atau

Barang milik daerah adalah se mua' barang yang dibeli ﬁtau diperoleh

atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.




1.  Organisasi

A
. Orgamsam

~ swakelola terdln atas

C)

 PA memiliki tugas dan kewena

o

-~ BA
- PENGADAAN

'ORGANISASI PENGADAAN BARA}

 Penyedia Barang/ Jasa tCI'dIIl F
PA/ KPA;

_PPK; - .

ULP/ P'cjabat Pengadaan; d

a.
b'.
c.

Panitia/Pejabat Penerima I

a. PA/KPA;
. b. PPK;

- c. ULP/ Pejabat Pengadaan/T
d. - Panitia/Pej abat Penerima I
. Pejabat Pembuat Komitmen (F
yang diperlukan untuk pelakss
. Perangkat orgahisasi' ULP

perundang-undangan.
| ' LPSH

' kebutuhan yang pahng kurang

. Perangkat | organisas.i

-
b)

_ Koord_lnator, _
sekretariat;
Tim Trainer; - _
Tim Teknologi,l.nformasi da

Tim Verifikator dam Helpdu

- d)

¢
. Pcngguna Anggaran (PA)

_1)
2)

. menetapkan Rencana Umy
' mengumumkan secara lual
_ ‘kurang di website Pemerm
- 3) "menetapkan PPK;

. _ menetapkan PCJabat Penga
3)

) menetapkan Pamtla/ Pe_]ab
-6)

menetapkan _ *
a) pemenang pada Peleld

:
1
1
!

B Il .
BARANG/JASA

IG/JASA

Pen’gadaah' Barang/Jasa untuk Pengéldae_l.n. r_nélalui

i
atas: ;
-

1

ATl

1asil Pc'kerj aan.

Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan mcla.lul

m Pehgadaan‘ dan

1asil Pekerjaan

inaan Pengadaan Barang/J asa. |
ditetapkan sesuai dengan peraturan
(e- Procurement) ditetapk'an

» terdiri atas:

in Komunikasi;
esk.

ingan sebagau benkut

I Pengadaan

s Rencana Umum Pengadaan paling .
tah Daerah; | ' '

daan; . |
2t Penerima Hasil Pekerjaan; .~
ngan atau penyedia .padaé Péﬁunjukan o

-

i
b

'PK) dapat dxbantu oleh tun pendukung

sesual =



e

b)

Langsung |

| untuk  paket
o Konstruksi/J.asa.' Lainnya
-Rp100.000.000.000,00

Pengadaan
~dengan n11a1 . diatas .

(Seratus miliar rup1ah], atau

pemenang .pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan

Langsuhg untuk 'pake

; Pengadaan Jasa Konsultans1 dengan

nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepul_uh miliar ruplah). :

~ 7) mengawasi pelaksanaan anggaran;

8) menyampaikan laporan kepiangan sesuai dengan ketcrflman '

peraturan perundang-undangan;

9). menyéleséikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ PeJabat

Pengadaan, dalam hal terj

adi pcrbedaan pendapat; dan

Sela.m tugas pokok dan kewenangan sebagaumana d1maksud pada e
| angka dalam hal diperlukan, PA dapat: - ' '
1). menetapkan tim teknis; dan/atau

) menetapkan tim juri/tim ahli untuk 'pelaksanaarf Pengadaan

rn_ela_lui sayembara /kontes.

- b. Kuasa Pengguﬁa Aﬁggaran (KRA)
1. KPA pada Pemerintah Dae

;

rah merupakan Pej abat yang d1tetapkan

oleh Kepala Daerah atas usul PA;

2, KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan d1tctapkan |

oleh PA pada Kementerian / Lembaga/ Institusi pusat lamnya atas

usul Kepala Daerah;

3. KPA memiliki kewenangan

e Pejabat Pembuat Komitmen

i
!

sesuai pelimpahém oleh PA.? _

: r

PPK memiliki tugas pokok dan kewenanga.n sebagal benkut

a)

. yang meliputi: |
. ._ 1). spe31fikas1 teknis Ba.rang/Jasa,

2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

.' 3). rancangan Kontrak|

Kultan81/ Surat Pcnnt&
“melaksanakan Kontrak

mcnetapkan_ rencana
menerbitkan Surat Pen
menyemjui | buku

mengendahkan pelaksa

i
%
i
z
i
!

pelaksanaan Pcngadaan Barang/Jasa'.' :

un_}ukan Penyed1a Barang/Jasa, B
pembchan - atau menandatangam
! Kcr_la (SPK)/ surat ptean_]lan, '
dengan Penyed1a Barang/ Jasa

naan Kontrak

Barang/PekerJaan..' o



)

- anggaran dan h_ai'nbatan pelaksanaan pekexjaan kepada PA/KPA .
o SQtiap triv_vl_.llan; dan . S R

| | Ba.rang/ Jasa kcpada PA

_mclaporkan ~ pelaksan,

menyerahkan hasil pek

aan/penyelesaian - Pengﬁdaa.h
/KPA; | p |

erjaan Pengadaan Barang/ Jasa kcpada

PA/KPA dengan Berita fAcara Penyerahan

rnelapoi'kan kcmajua.n

menyimpan dan menjaga 'keutuhan__

pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

pekerjaan termasuk penyerapan.

seluruh . dokumén .

. Selain tugas pokok dan kewcnangan sebagaxmana d1maksud pada
angka 3, dalarn hal diperlykan, PPK dapat
mengusulkan kepada PA/KPA: .

a)

1) perubahan paket pe
'2) perubahan jadwal k

menetapkan_tim pendy

d)

. PPK merupakan Pejabat
‘melaksanakan Pengadaan
Untuk ditetapkan sebag:
‘sebagai beri_kj.lt:

- a.

"b.

- 2

‘memiliki integritas;

untuk melaksanakan t
' Kua.l1ﬁkas1 ‘teknis sertg
)

3)

menétapkan tim atau
untuk membantu pelal
menetapkan besaran

kepada Penyedia Barar

mcmiliki disiplin tinggi;
memiliki tanggung jawa

berpendidikan pal
dengan bidang ke

secara "'akt_if dalg
~ Pengadaan Ba_rang
memiliki kcmafnp

mglaksanakan seti

o
H

kezjaaﬁ; déﬁ/ataU__ - '
egiatan pcngadaan;
lkung;

¢csanaan tugas ULP; dan -
Uang Muka yang akan dlbayarkan.
1g/Jasa.

yang dltctapkan oleh PA/ KPA untuk
Barang/ Jasa a

41 PPK harus memcnuh1 persyaratan

hgas;
manajenal ada.lah
ing kurang Sar_]ana Strata Satu (Sl]

ahlian yang sedapat . mungkm sesuai -

- dengan tuntutan pekerjaan;.

memiliki pengalaman pahng kurang 2 (dua] tahun terhbat o

/ J asa dan

ap tugas / pekcr_] aannya

tenaga ah11 pemben pen_]clasan teknis . -

\b dan kualifikasi teknis serta manajerial

m kegiatan yang berkaltan dengan-'_

han ker_;a secara berkelompok dalam'__



PPK diiai'ang

) nicnandataﬁgani Kontrak de

4) dalam hal jumlal

- persyaratan ) sebayg
- terbatas, persyarat;
ﬁéling kurang gol
golongan Il a.
mampu mengambil ke;
keteladanan dalam sik
KKN; |

. 'menandatangam Pakta
. tidak mcnjabat sebagai
| ~Membayar (PPSPM) 4
“PA/KPA yang bertindak]

"l

memiliki Sertifikat Keal

Dalam hal tidak ada
untuk ditunjuk sebag

untuk :

. 1) PPK yang dijabat ol

~ dan/atau _
2) PA/KPA yang bertin¢

menga

- belum tersedia' anggaran'at&
_dapat mengakibatkan dilamg

o untuk kegiatan yang d1b1aya1

d ULP/ PCJ abat Pengadaan

a.

Pemerlntah Daerah di
memberikan pelayana

Barang/Jasa.

. ULP pada Pemerintah

" Pemilihan Penyedia B:

Kelompok Kerja.

Keanggotaan ULP wajﬂ

1) _Pengadaan Baran
dengan mlau d1 i:eu

ruplah], I :

- 2) Pengadaan Jasa1

3 _Rp50.000.000,00 _(

i
i

h  Pegawai Neg"eri'l yang: memenuhi
raimana dimaksud pada huruf a
an pada huruf a dapat diganti dengan

pngan 'II_Ia -atau."disetafakan dengan -

futusan, ‘bertindak tegas da.n ‘memiliki
ap perilaku serta tidak pefnah terlibat -

[ntegntas, o :
Pejabat Penanda Tangan Surat Penntah o
itau Bendahara, d1kecual_1kan_ untuk "
sebagai PPK; dan » | o

hlian Pengadaan Barang/Jasa . | _
personil yang memenuh1 persyaratan

ai PPK, persyaratan ini d1kecua11kan_ "
eh pejébat eselon I dan II idi. K/L/D/IL;

lak sc.b'agai PPK.

idakan

ingan Penyedia Bai‘ang/ Jasa apabila .

ikatan

1 tidak cﬁkup ter'sedia' an'ggaran yang
vauinya batas: anggaran yang tersedxa _
dari APBN/APBD. |

Dae rah. dibentuk oleh Képa.la .D_aerah.
1rang/Jasa dalam ULP dilﬁkﬁkan_ oleh

E d1tetapkan untuk _ _
r/P¢.=:kf:r‘]aan Konstruk31/Jasa Iamnya
as Rp 200.000.000,-_ (c_lua ratus Juta_.‘

b

ima puluh juta rupiélh).

. perjanjian  atau ..

wajibkan mémpunyai ULP; yang dapa_t o

in/pembinaan di __bidang: Pengadaan -

Konsultansi 'dengan nilai di  atas =



® -

Anggota . Keiornpok Kerja berjumlah gasal be?‘angg.otakan
paling__kurang_ 3 (tigd) orang dan dapat ditarr;bah sesuai
dengan komplekéitas pekeljéan.

Kelompok Kerja sebagaimana difriaksud pada._dijatas, dapat
dibantu Qleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelzisian teknis.

Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (c_l'ua_ratus juta

rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu). orang
Pejabat Pengadaan. :

. Paket Pengadaan Jasa|Konsultansi yang bernilai paling tinggi
‘Rp50.000.000,00 (lima|puluh juta rupiah) dapat dllaksanakan

oleh ULP atau 1 (satu) ¢rang PeJabat Pengadaan.

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pe_]abat

- Pengadaan. . . e i

Kepala ULP/Anggota Kclompok Kcna ULP/ Pejabat Pengadaan

memenuhi persyaratan|sebagai berikut: : o

1) memiliki integritas d1s1p11n dan tanggung Jawab dalam .
melaksanakan tugas; - . .. o -

2} memahami pekerjaan yang akan diadakan;

 3) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas

ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; .. |

4) memahami isi dokumen, metode dan prosedur; Pengadaan;

-5) memiliki - Sertifikaf Keahlian Pengadaan_'_?arang/J_asa '

sesuai dengan kompetensi yang dipersyarstjtkan (dapat
dikecualikan untuki Kepala ULP); dan =~ !
6) menandatangani Pakta Integritas. :

. Tugas pokok dan _kewenangan ULP/ szjzszatI ‘Pengadaan

meliputi: R o : SR :

1} menyusun f_encana pémilihan Penyedia Barang'/ Jasa; ..

2) 'menetapka.n Dokﬁmen Pengadaén; o |

3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawairan, _

4) mengumumkan - pe aksanaan Pengadaan Barang/Jasa d1
website Pemcrl_ntah Daerah dan papan pengumuman
resmi untuk ma:svarakat.= serta - meﬁjfampaikjan ke LPSE
untuk diumumkan dalam Portal Pcngadaan Nas1ona.l -

5) rﬁenilai ' kualiﬁkasi Penyedia Barang/Jasa melalm _
prakualifikasi atalil paséaku_aliﬁkasi; |

6) melakukan - evalu hsi - administrasi, teknis
; -
!

i
1

~dan harga




Scla.m ~ tugas pokok

‘ lalnnya

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam hal- S

b. perubahan spe.siﬁkam teknis pekerjaan

Dalam hal Pengadaan Barang/ Jasa bersifat khusus dan/ atau B

dan kewewénahgan' 'ULP/Péjabét

- diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan '
- kepada PPK: B
~ a. perubahan HPS; dan

J/atau e , "
_.E_

.Kepala 'ULP/Anggota ULP/Pejabat - Pengadaan berasal dari .
pegawai negen baik d

ari instansi sendiri rnaupun instansi

.

- memérlukan keahlian khusus, PokJa ULP/ Pc-]abat Pengadaan .'

- negeri atau swasta.

1) PPK; | |
. 2) Pejabat Penanda [Tangan Surat _ Perintah | Membayar -

3) Bendahara ;. dan

. Anggota Pan1t1a/ Pejab.

- dari . pegawal negeri,

' Pengguna APBN/APBD
- Swakqlola dapat berasal dari bukan pegawai neger1
. Panitia/Pejabat Peneri

| 3) mem111k1 kuallﬁkam

dapat ménggunakan tenaga ahli yang ‘berasal dar1 ‘pegawai

H
1

Kepala ULP dan Anggota Pokjei ULP dilarang duduk sebagai: |

* (PPSPM);

4) APIP, terkecuali me|
untuk  Pengadaan

instansinya.

., Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekérj aan
a PA/ KPA menetapkan
) PekerJ aan. _' _

1nstans1 lalnnya

;
i

njadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP_
Barang/Jasa yang d1butuhkan

Panitia/Pejabat Peher‘i_ina ‘Hasil

at Penerima Hasil Pekeijéah berasal
J .

baik dari instansi sendiri maupun

D1kecuahkan dari ketentuan - pada ayat (2), anggota

Panitia/ Pe_]abat Penerima Hasil Peker_]aan pada Inst1tus1 lain .

persyaratan sebagai be

1) memiliki integritas,

-mclaksanakan tugag;

5 :
2) memaharm isi Kont

ma Has11 Pekerjaan Wajlb memenuh1
disiplin dan;tanggung jawab dalam

rak; .
teknis;

atau Kelompok Masyarakat Pelaksana o



4)' 'menandatangani Pal

' 5) tidak menjabat sd

dimaksud pada huruf

' :3) membuat dan mena

- Pekerjaan. .

. Tlm/tenaga ahli seb;

g dilakukan setelah bd

B Konsultansi yang bersa
. Pcnycd1a Barang/Jasa -
a Penyedia . Barang/Jas
- Barang/ Jasa wajib me
- 1) memenuhi ketenty

" 2) memiliki keahlian,

- 3) memperoleh paling

: 4.] ketentuan sebégal

* Perintah Membayar

kewcﬁangan untuk:

1) melakukan - pemer

12
kta Integritas; dan A
bagai Pejabat Penandatahgan Surat -
(PPSPM) atau Bendahara | o

- Panitia/Pejabat  Penerima Hasil Pekerjaan : sebagaimana o

d, mempunyai tugas p'oqu dan

i

iksaan hasil pekerjaan ' Pengadaan

 Barang/Jasa sesuai dengan ketcntugf_; ‘yang tercantum |

" dalam Kontrak;

~-pemeriksaan/ pengujian;

Hasﬂ Pekerjaan

- 2) menerima - hasil Pengadaén 'Barang./Jasa. s.etf;'lah 'rnélalui_

.

ndatangani Berita Acara Serah Terima

Dalam hal pemeriksa

~teknis khusus, dapa

. membantu pelaksana

ditetapkan oleh PA/KP/

pekezjaan sebaga.tman.

untuk fnenj alankan

B araﬁg [Jasa memcrlu_ké.n ) keéhlian -
dibentuk tim/tenaga E:lhli "u_ntuk

tugas- Panitia/ Peja_bat Penerima Hasil

agaimana . dimaksud pada huruf f,

.

. Dalam. hal pengadaan Jasa Konsultan31, pemeriksaaﬁ

: dimaksud pada huruf e angka 1),
rkoordinasi dengan Pengguna Jasa

ngkutan.

a dalam pelaksanaan . Pengadaan
menuhi persyaratan scbagal berikut:
lan peraturan perundang-undangari'

keg1atan / usaha; -

. mana_]enal untuk menyediakan Barang/ Jasa;

Penyedia Barang/_‘.
tahun terakhir béi

. . swasta, termasuk p

dikecualikan bagi P
kurang dar1 3 [t1ga)

kurang 1 (satu) pekerjaan sebaga.l
asa dalam kurun waktu 4 (empat}
k di 1ingkungan pemcrint?h maupun
=‘ngalamr:m subkontrak I. -
mana dimaksud pada. angka 3),
enyedia Barang/Jasa yang baru berdiri-

tahun,

i
5

pengalaman kemampuan tekms dan o



13

.5 mémih'ki sumber daya manusia, modal peralatan dan )
' 'fasﬂltas lain- yang lperlukan da.lam Pengadaan Barang/ o

~Jasa; .

~ 6) dalam hal Penyedia Barang/Jasa : akan 'Emélakukaﬁ

kemitraan, Penyedja Barang/Jasa harus mempunyzu __
perjanjian kerja -sama operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan ‘yang mewakili

_ kemii_:raan tersebut;

;) mcr_r_iiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesﬁa_i N

~ untuk Usaha Mikro] Usaha Kecil dan koperasi kecil serta
‘kemampuan pada subbidang pekerjaan yang _sésua.i untuk
" usaha non-kecil; | "

8y imemiﬁki*‘ Kentampuar Dasar (KD) untok usaha nonckecil,

| _'kecuali untuk Pengadaan Barang da_n_' J sis_a Konéultansi;

 9) tidak dalam pengawasan pengadilan, 'ti'c!iak pailit,

' _kegiatan usahanya tidak sedang d1hent1kan dan/atau"-.

-direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan" o .'

tidak sedang dalam menjalani sanksi p1dana, yang

dibuktikan dengan urat pernyataan yang ditandatangani
Penyedia Barang/Ja A ' '

'_ 10) sebagai wajib pa_]ak sudah memiliki Nomor Pokok Wa_]lb B
e Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewapban perpa_}akan_

tahun terakhxr (SPI' Tahunan) serta mem111k1 laporan -

. _bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (b11a ada transaks1),- -
Lo -_'_PPh Pasal 25/Pasall 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena =

'Pajak) paling kurang 3 (nga) bulan terakh1r dalam tahun
| -betjalan o ;_ ' L
11) secara hukum mem unym kapasﬁas untuk meng1katkan |

diri pada Kontrak; ' |

12) tldak masuk dalam Daftar 'Hitain;

. 13)memiliki alamat tetap dan jelas serta ﬂapafdijangkau .

dengan jasa pengiriman; o - ,

L 14 menandatangani P a Integritas.
o b. Memenuhi - joersya.fats;n lamnya yang dltentukan oleh
_' pamua/pejabat . penhadaM/ﬁMt | layanan ' pengadaan' .
.' ~dan/atau oleh Pemenrltah Daerah berdasarkan peraturan |
. pemndang-undanga_n, yeutu bagl penyedia barang/ jasa yang S

teIah dmyatakan | pebagai = pemenang salah satu




>

Menana_m.'
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" : Ikeg'iatan/proyek harus|{ menyediakan minimal 10 buah pdhon |
pada  saat penandatanganan kontrak sebagai bc;‘ntuk turut -
- menyukseskan - Program Pemerinfah ' yaitu

Indonesia



. PEMAKETAN PEKERJAAN DA

'BARANG/JASA

Dengan nicmpértimbéngkan j

kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedla barang/ jasa ._ o

- SKPD
Barang/Jasa, terlebih dahulu ha

- yang ‘ada, Kepala '

dan 'meto_de_ pemilihan  penyedid
“kepada Peraturan Presiden Nomg
‘Pengadaan .Bar_ang /Jasa Pemerin
 kedua kalinya dengan Peraturan P
_ .Pemaketan - dan  Penetapan
memperﬁmbangkan hal-hal sebag
1. Pf:_maketan Pekerjaan dan P
| .B_ar'ailg/'Jasa ditetapkan .dcng
. Keputusan. Kepala SKPD

Penetapan Metode Pemilihan
Hukum Setda Kabupéteri Goit
Salinan _Keputusah Kepala S]
penctapan _mt_:tode. pemiliha
. Bégian " Pembangunan dan
o Hukum Setda Kabupaten Gof

. Kepala _SKPD selaku Pengguna A
1. _mc.rnécah pengadaan barang}
maksud unfuk menghindari pe
. menyatukan atau memusatks
‘beberapa desa/kelurahan yan
 efisiensinya seharué.nya dilaku,
menyatukéh / menggabung bel
's'ifat pekerjaan dan besaran
usaha
dllaksanakan oleh usaha mcne

kecil  setempat

menentukan kntena, persya
' dlsknmmauf dan pertunbangaJ

ben

| PENETAPAN METODE PEMILIHAN -

enis, sﬁat dan mlau barang/ jasa serta

sama  dengan. - Panitia

1 barang/ jasa dengan Jberpedoman _
or 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
tah sebaga.lmana telah d1ubah untuk -
residen Nomor 70 tahun 2012

:

Metode Pengéidamu. : Ba.ra.ng/Jasa .

ai berikut : é

an Keputusan | Kepala SKPD |
tentang Pemaketan Peker_]aan dan
Barang/Jasa diverifikasi oleh Baglan '_ |
rontalo;

KPD tentang pemaketan pekerjaan dan

n barang/j _]asa dlsampalkan kcpada_

”ontalo N
nggaran/ Barang, dllarang

jasa menjadi beberapa pakct dengan .
lelangan, ;

in beberapa kcg1atan yang tersebar di -

i(an di desa/keluraha_n masmg—masmg ;
Jerapa paket pekerjaan yang menurut_' '

nilainya seharusnya dilakukan oleh

'enjadi satu paket pe_:kcfjaan. untuk

ngah; . L
fatan atau prosedur pengadaan yang

f yang tidalé-objektif.- '

i

Pengadaan o
rus menetapkan pemaketan pekerjaan

enetapan Metode Pemxhhan Pcnycdla_ o

Pengendahan Program dan Baglan o

g menurut sifat pekexjaan dan. tmgkatf g
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Pemxhhan S1stcm Pengadaan Barang ' o o = ’ -

'-a.

_._2)

_..2]_

B kompleks yang mlamya sampau dengan n11a.1 Rp200 000.000,00 L

1

Pada prinsipnya pengaddan mehggunakan_ metodé - Pelelang@ _- R

.

Pelelangan Sederhana dapat dlgunakan untuk pengadaan t1da.k S

ULP/ Pej_abat_ Pengadaan memilih sxstem pengadaan Penun_]ukan- :

kumen untuk Penun_]ukan Langsung

kualifikasi unttik Peﬁunjukan | Langsung dilakukan'

: Pelelangan : o
1) ULP memilih metode pemilihan penyedia; = |
Untuk pengadaan barang yang dilakukén .melaiu{ pelelangan |
metode pemilihan dibedakdn menjadi 2 (dua) yaitu: | | -y
| K:! Pelélangan Umum; dan o
b) Pelelangan Sedcrhana.
| .3) -
. - Umum.
4}
| (dua ratus juta rup1ah)
. Penun_]ukan Langsung
1)
S Langsung sesuai kriteria yang dltetapkan Peraturan Pre31den ini.
_Me.tode penyampaian do
adalah 1 (satu) sampul.
3) Evaluasi
dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan
negosiasi harga. R " e
Pengadaan Langsung

Pé_ngadaaﬁ Langsung dapat dllakukan terhadap pengadaan barang - |

yang bernilai "samplai den

gan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

" rupiah) dengan ketentuan sebagai benkut _ ?

B a) merupakan kebutuhan
- b) teknologi sedefhana;
) risiko kecil; dan/atau
3)

. .: Kontes

1)

. .._.2) .

: Kontes dilakﬁkan untuk p<

‘aa. tidak mempunya.l harg

operaswnal Pemenntah Daerah

i

d]' dilaksanakan oleh penyedia orang pers__corai_lgah dan/atau
" badan Usé.ha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. |

Pengadaan Langsung di

aksanakan berdasarkan Ihérg_a yang

berlaku di pasaf kepada penyedia yang memenuhi kual1ﬁkas1

Pcngadaan Langsung dllaksanakan oleh 1. (satu) orang PeJabat -

Pengadaan

bb. tidak dapat dxtctapkall

Metode penyampalan doL

3,

[ .
i *

ngadaan yang mermhkl karaktenstlk

A pasar; dan ' o '
bcrdasarkan harga satuan

‘umen untuk Kontes adalah 1 (satu)'




En

. a. Pelelangan

3

o Umum
4)

5

1)

Pres1den ini, -

- 3)
: dcngan sistem gugur dar

. _ Pengadaan Langsung

_1]

 b) teknologi sederhana
- c) risiko kccﬂ dan/ atau

A sampul
’

'_ULP memilih mctode'pemll L
~ 2) . Untuk Pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan metode,'_"_

| pcmili'han' dibedakan menj

'¢) Pemilihan Langsung.

- dan Pekerjaan kompleks.
Pemilihan Langsung dapi

 tidak '
| " Rp 5.000. 000.000,00 (limg
= b.._Penun_]ukan Langsung
“ULP/ anbat Pengadaan I

Langsung scsual kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan

 Metode penyampaian do

‘rupiah) dengan ketentua.n

- a) merupakan kebutuhar

. _"17 |

Evaluasi adm1mstras1 dilakukan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan dan ..
" evaluasi teknis dilakukan ¢leh Tim Juri/Tim Ahli dengan memben
- nilai terhadap kriteria yamg telah d1tetapkan dalam Dokumen '

Kontes.

2. ~Pemilihan Sistem Pengadaan Konstruksi

a) Pelelangah Umum;

Pelelangan Terbatas dapa

jumlah penyedla yang m;

~ kompleks d

adalah 1 (satu) sampul.

' i

[

i
\

ihan penyedla " A o

jadi 3 (tlga), yaltu -

" b) Peielangan Terbatas; dan . | B ’ |

Pada prinsipnya - pengadaan rﬁénggunakan metodé ' P'el_elan_ga_ﬁ

L digunakan untuk pengadaan dengan _ |

ampu melaksanakan d1yak1n1 terbatas

at di'gunakan untuk pengadaan yang

an ~ bernilai ‘sampai - - dengan
t milyard rupiah).-. '

o

hemilih sistem pengadaah "Pe'hunjukari

kumen Lintuk_ Pem.i_njukaii Langsﬁng .

Evalua51 kuahfikas1 untuk - Penunjukan Langsung dllakukan

dan negosiasi harga

d11an_]utkan dengan klanﬁkas1 tcknls o

!
;

i

Pengadaan Langsung dap at dilakukan terhadap Pengadaan yang B

bernilai sampai . dengan

’ i

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus Juta' |
sebaga1 benkut B |

operaswnal Pemermtah Daerah

4
;
i
j
;
i

¥
:
i
|



ST

3.

. d) dilaksanakan olgh pe

B

- 3)

Pem111han S1stem Pengadaan Jasa
a. Selek31

| = 1]

| | _.._2]_

) -3]

sederhana dan bernilai s
b. Penun_]ukan Langsung

ULP/Pejabat Pengadaan 1
-~ Langsung sesuai kriterid

)

2)
.. adalah 1 (satu) sampul.
3

| denga.n sistem gugur da

- neg031a31 teknis dan harga,

.1]

" a) merupakan kebutuha

Pcngadéan Langsung dil
- berlaku di pasar kepada p

_ Untuk pengadaan yang

. a) Seleksi Umum '
B -_b) Seleksi Sederhana.

Seleksi Sederhana dapat di

“Evaluasi

.. Pengadaan Langsung

'b) bernilai setlnggl—tmggu
o rup1ah] R o
: Pengadaa.n La.ngsung dil
. .berlaku di pasar kepada!
- dcngan kebutuhan sepertl

18

nyedia | orang perSeoi‘angah dan/ atau

- badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta kopera51 kec11

aksanakan ‘berdasarkan harga yang.

enyecha yang memenuhi kuahﬁkas1

Pengadaafn' Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pc_]abat

Pengadaan..

:
-
l
Konsultasi :

;
!

ULP memilih mctoda pemilihan pénycdia. o ; o

-pemlllhannya dibedakan menjadi 2 (duaj, yautu

ratus jLita rupiah).

Presiden ini.

Metode penyampaian do

| kualiﬁkaéi unt

Pengadaan Langsung d3
Penyed1a Jasa Konsultan!
berikut:

dan/ atau

%

H
i

dilakukan melalui seleks1,

:
i
1
E
!
I

"Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Selek31 Umum

gunakan untuk pengadaan yang bersifat
ampai dengan Rp200.000.000,00 (dua

hemilih sistem pengadaan Penunjukan
. yang d'itetapkan.- dalani-* Peraturan

cumen untuk Pénunjl.ikaxi'l ‘Langsung -
hk Penunjukan 'LangSu;ié dilakukan
n dilanjutkan dengan ldériﬁkasi dan

ipat dilaiktikan tcrhadap peﬁgédaan §
5i yang memiliki ka.raktensnk sebagai

n operaswnal Pemerlntah Daerah )
-

ya Rp50.000.000,00' [lima: puluh juta

aksanakan bcrdasarkan harga yang

Penyed1a Jasa Konsultans1 ‘yang sesua1

erca.ntum dalam Kerangka Acuan Kerja.

P
i

H

m_etode BRI



S,

. . sesuai dcngan jenis pekerjaan

- yang merupakan rencana keuangg
~ dan disetujui bersama oleh Pen

| 'pcngumuman ini telah difasilital

alamat PA/KPA, paket pekeljaan

~ biaya pekerjaan, dlumumkan dalam Portal Pengadaan Nasmnal sehlngga'

L mcmperoleh 1nforma31 Paket pekerj

hanya _dengan ' mengakses
S di www.inaproc.lkpp. go.id.
. SWAKELOLA

L Umum a

b Pekerjaan yang dapat dllakul-J

1

| 3) Pcngadaan Langsung dllaksahakan | olleh' 1 '(saitﬁ] 'Pej'abat o

| Pengadaan
.d_. ' Sayembara
~ Dalam hal Sayembara se
Presiden Nomor 54 Tahun

dan menetapkan sistem yang terdiri dari  metode penyampeuan .

- dokumen 1 (saitu) sampul,

b
[

2010, ULP/Pejabat Pengadaan mermhh

| - terhadap kriteria yang telah dntctapkan dan _]ems kontrak yang d1p111h .

C. RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

yang dlsaycmbarakan - .' 15

: ?

~ PA/KPA menyusun/menetapkan Rencana Umurn Pengadaan [RUP] dan

ﬁiéngllmumkannya secara terbukal kepada masyarakat luas setelah APBD

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP
SKPD dilakukan -oleh masing-mas
PA/KPA. _

- RUP SKPD yang paling kuran

n tahunan Pemerintah Dagrah d1bahas |
herintah ‘Daerah dan DPRD. Adapun

si melalui Aplikasi Sistem Informasi
iing Admin RUP yang ditetapkan oleh |

g ber181 informasi mengena.l nama dan -

lokam pekerjaan dan perk1raa.n besaran -

: ..masyarakat luas termasuk penye

a Swakclola mcrupakan kegia

dia barang/ jasa dapat dengan mudah -

aan yang akan dllaksanakan oleh SKPD

situs ~ Portal  Pengadaan Nasiohal .

: pekezjaannya dxrencanakan, dikerjakan dan/atau d1awas1 sendiri oleh -

.Pemenntah Daerah sebagai

penanggung Jawab anggaran ;nstans1

l

pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat, .

1) peker_]aan yang bertu_;u

da.n/ atau | memanfaatkaJ

an dengan swakelola mehpuu
an  untuk. memngkaﬂ{an *kemampuan

kemampuan tekms sumber daya'

 manusia serta sesuai ; dengan tugas dan fungsu Pemenntah o

~ Daerah;

hagaimana - dimaksud dalam Peraturan'_

evaluasi dengan memben n11a;1/ skor = -

), di mana penginputan daté.' RUP Seﬁap' _—

tan Pengadaan Barang/Jeisa di mana -
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dan tenaga - ahli yang

_ prinsip- pengadaan - dan

dalam Peraturan Presiden

_.'_ Pencapaian kemajuan |
' dikeluai‘kan, dilaporkan
' Swakelola secara berkala
. Pengawasan pelaksanaar
. Masyarakat pelaksana Sw
. Pertanggunaiwaban'p'cke
: _I{epada K/-L/D/I pemb&

_ III Pelaporan Pengawasan dan Per
1. Pelaksana swakelola dlawa31
oleh Kelompok Masyarakat Pa

melaksanakan pekerjaan;

Pengadaan pekerjaan
rehab111tas1 renovasi dan

Kontruksi ‘bangunan b
K/L/D/I pehanggung

' peraturan perundang-un

a) 40% (empat puluh

Swakelola, apablla KeIompok Masyarakat Pelaksana SwakeIola o

24

. _' Pelaksana Pengadaa.n Barang/Jasa hanya dxserahkan kepada
-Kelompok Masyarakat

Pelaksana Swakelola yang mampu

S
'

konstruksi hanya ' dapat% - berbentuk

onstruksi sederhana : _
yang tidak scderhana dlbangun oleh

awab anggaran untuk ‘selan_]utnya

~ diserahkan. kepada ke ompok masyarakat sesuai dengan - L

. Ny
oa_n, . : ;

. 'Pengadaar; bahan/barang, jasa la.mnya, pera.latan/ suku cadang '

diperlukan - dllakukan oleh kelompok:

" 'Mas.jfarakat Pelaksana Swakelola dengan mcmperhatIkan pr1n_31p-

etika pengadaan sebagaimana diatur

£
s . |
i : - i

. Penyaluran dana kepafa Kelompok Masyarakat pelaksana
" Swakelola dilakukan secs
'benkut | ' '

ira. bertahap dengan keteﬁt}uan sebagai

perscramé,] dari kesehiruhan dan

telah siap melaksanakan Swakclola, o i ;

b) '30% (tiga puluh perse
B apabila pekerjaan telal
dan |
) 30% (tiga puluh perse
| . apabﬂa pekerjaan

perseratus).

|
!

perundang-undangan.

E
:
i
i

ratus) dari keseluruhan dana Swakelola,.
h mencapa.t 30% [tlga puluh perseratus),'
ratus) dari keseluruhan daiia _Swakelola,' |
telah mencapai - 60%_ (enam . puluh
oleh kelompok Masyarakat Pelaksana
kepada PPK; - - ! _
1 pekexjaan d11akukan olch Kelompok -
akelola;dan - - - f _
=r]aan/ keglatan pengadaan d1sampa.1kan R

ri dana Swakelola _sesua.l ketentuan

[
L
J‘
tanggun.awaban Swakelola -
oleh Penanggung Jawab Anggaran atau - |

=laksana Swakclola | '
. S

hekerjaan - dan dana swakélola '.yang' S



a,

2.

3.

4. APIP pada K/L/D/I Penangg
. terhadap pelaksanaan Swakel

D PELAKSANAAN PEMILIHAN PENY
1 Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
S a_

) 1) rencana kerja dan anggs

- . '2) Daftar

_ 1) website Pemerintah Daer.

. 2) papan pengumuman resi

- mampu.

_'-__Peredéranluas_.- DR

. Dalam hal ULP akan melaky

. '_ Pelaksanaan Pelelangan/S

_ dengan mengumumkan secz
| .3) Portal Pengadaan Nasmn

1) webszte Pemerintah Daer

. Dalam hal pengumuman u

: berdas_arkan__daftar surat ki

Kcrrié_]uan ‘pelaksana - 'ﬁekelj
pelaksana lapangan / pelaksa.tJ
Laporan kemajuan realisasi
bulain secara berjenjang ole
PA/KPA. -

25

nan dan penggunaan . d11aporkan oleh_
la Swakelola kepada PPK secara berkala.
fisikk dan keuangan dllaporka.n setlap'
h Pelaksana Swakelola _sampm kepada
ung Jawab Anggaran melakukan aud1t N

ola. E
._!' ’

luas kcpada masyarakat pad

" oleh DPR/DPRD; atau
Pelaks
_ Pelaks_anaan Anggaran (D

Isian

kerja dan anggaran Pemerin
DIPA/DPA belum disahka

mencantumkan kondisi DIP,

secara terbuka dengan meng
2) papan pengumuman res
mencantumkan nama calon

Dalam hal Pemerintah Dasg

mengumumkan Pcngadaar

DIA BARANG/JASA E
f

ULP mcngumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sccara"

E ;

i= .
.

a saat: _ _ N
ran Pcmcrmtah Daerah telah dlsetu_]ul_
| (DIPA)/Dokumen
PA) telah disahkan. _: o

!

anaan . Anggarah
kan Pelelangan / Seleksi setelah rencana'
tah Daerah dlsetu_u.n _DPR/_DPRD tetapi
in, péngumurnan dilakukan 'dengan
A/DPA belum disahkan.
eleksi dmmumkan secara terbuka |
ira luas sekurang-kurangnya melalul |
h: - | ; _
ni untuk maéyarékaf; dan :

al melalui LPSE. - i

. Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/ Jasa d1umumkan _

rumumkan secara luas pada o
ah; dan o _ : _

ni untuk masyarakat. :

ntuk Pelelangan Térbatas,? ULP har_us -
| Penyedia Barang/Jasa yafng dianggap '

!

rah mcnggunakan surat kabar untuk':

| Barang/Jasa, - pemlhhannya harus -

bbar yang beroplah besar dan mem1hk1_ |



%

bt o

. Penﬂaian_ Kualifikasi
- a.

. Pcndaftaran dan Pengambllan

a.

' d1gunakan oleh ULP.

Pemberlan Pen_]elasan o

a.'

- Kabupaten/Kota.

. Peﬁicrintah Daerah dilarang

Penyedia Barang/ Jasa y

"Penyed1a Barang/Jasa, me

. Penyedia Barang/Jasa m

B P_qabat Pengadaan mengada
. ULP/Pejabat Pengadaan ds
_dehgan_¢ara melakukan penj

. Pemberian penjelasan  har

i 'Pengad.aan dan minimal 1 (s
.- ULP memberlkan salinan E
.Adendum Dokumen Pengad
_menghadln atau tidak meng
. Apabila * tidak ada peser

o menandatanganl Benta Aca

Dalam proses

Pengadaan tidak boleh m

prakuali]

26

LP/ Pejabat

larang, menghéimb'at dan! membatasi
: . ;RS

fikasi/ pascakualiﬁkasi,'

keikutsertaan calon Penyeflia Barang/Jasa dari luar Propinsi/

Penyedia Barang/Jasa men

Lo
i
i
:

andatanganl surat pernyataan d1 atas

meterai yang menjratakan bahwa semua - mformas:.l - yang

berlaku untuk pengadaan

-

Seleksi/Pemilihan Langsung

'di_sampaikan dalam formuluj isian kualifikasi adalah benar

melakukan prakuahﬁkas1 rnassal yang .

dalam kurun waktu tertentu dengan_

" menerbitkan tanda daftar lulus prakua11fikas1 atau se_]enlsnya

[

. __ R
okumen 5 co
g berminat menglkutl‘ pem111han"

ndaftar untuk mengikuti Pelelangan/
kepada ULP. E

. Penyedia_Barang/JaSa yang menglkutl Pengadaan Barang/Jasa '

melalui - Penunjukan Lang::ung/Pengadaa_n Langsung d1undang |

oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

ULP/PeJabat Pengadaan a

Untuk mempcrjelas Doku

Pemberian Penjelasan yar

!

engambil dokumen - pengadaan dari
tau mengunduh dari website yang -

i
Cod

men Pengadaan Barang/Jasa, ULP/
kan pembenan pen_]elasan i |

ipat memberikan pen_]elas!an lanjutan'
injauan lapangan. -i _ _
s d1tuangkan dalam - Berlta Acara
12 d1tandatangan1 oleh ULP/ Pejabat
atu) Wak11 dari pcserta yang hadir. o
erita’ Acara Pembena.n Pen_]elasan dan
ran kcpada seluruh pescrta “baik yang -
hadu‘l pcmbcrlan pen_]elasan '

A yang had1r atau yang bersedia

_'.Acara Pemberian Pen_]elasam cukup dltandatangam oleh anggota

ULP yang hadir. _' | ,|

i

F
|
i
1
[
|
P

ra Pemberian Penjelasan, maka Berlta_" -
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1] ULP menyampa.lkan ke
L 2) Jika PA/KPA sepcnda

~ 3) Jika PA/KPA sependap:

 dijadikan dasar I;ntuk meno

. Pemasukan Dokumen Penawar;

a.

. Evaluasi Penawaran.

a.
" Dokumen Pengadaan,
: Barang/ Jasa dllarang melak1

. Pehetapari dan Pengﬁmiﬁnan P

a, ULP/ Pc_;abat Pengadaan

':Perubahén_ rancangan K

. Dokumen Penawaran yang
‘pemasukan penawaran tid

3 Perigadaa.ﬁ.

‘penawaran.

dan/ataﬁ_ gambar dan/at3
pcrsetujuan PPK sebelum |
Pengadaan. o

Dalam hal PPK tldak meny
dlmaksud pada huruf f, mal

d1putuskan
perubahan atau

perubahan dan bersifat

bntrak  dan/ atau. SpCSlfik&Sl tekms-
1 n11a1 total HPS harus mendapat
Jituangkan dalam Adendum Dokumen o
etujui usulan 'pefubaihan éebagaimana
ka: | * |
beratan PPK képada PA/i KPA 1..1i1tuk'
pst dengan | PP, '_ 'ti_dakf - dnakuka_ﬁ
_ - i

i L
at dcngan ULP, PA/ KPA memutuskan -

final, serta memenntahkan ULP untuk

membuat dan mengesahLan Adendum Dokumen Pengadaan

Kendakhadlran peserta pada

Penyedia Barang/Jasa men
jangka waktu dan sesuai

da_lam Dokumen Pemilihan.

Pehyedia' Ba_ra.ng/Jésa daj

rﬁengganti Dokumen Penaw

Dalam melakukan evaluasi

harus berpedoman _pada tat

Dalam evaluasi penawaran
E

t

Barang/ Jasa

H
i
§
-k
|
1
i
)

saat pembenan pen_]clasan tidak dapat :

lak/ menggugurkan penawaran

i1 |

.1asuk_kan Dokumen Peﬁaﬁ}arali_ dalam
persyaratan sebagaimana ditetapkarj.
d1sampa1kan melampam batas akhn'
ak dapat diterima oleh ULP/ Pejabat

i
t
I

hat mengubah menambah dan/atau"

aran sebelum batas akhlr pemasukan.'

[
S

3

|

P

I

penawaran, ULP/ Pejabat Pengadaan '
ta cara/kriteria yang dltetapkan dalam

ULP/ Pejabat Pengadaan da.n Penyed1a
1kan tlndaka.n post b:ddtng

P

Emenang

3
E
rmenctapkan -hasil pemihhan Penyedia
|
i
i
i
E




b ULP/ Pe_]abat Pengadaan me

8. Sahggahan
“a. Peserta pem1l1han yang m

: penawaran yang merasa d
‘1) penyimpangan ' terhadap

2) adanya rekayasa yang
3) adanya penyalahgunaan

. Surat sahggahan disampail

_ _setelah pengumuman pemen
. Kelompok 'Keljia 'ULP_ wajib
‘sanggahan péling lamb;
'Pélélan.ga.ﬁ / Selekéi Sederha

-surat saﬁggahan diterima.
. Penyédia Bé.fang/Jasa yang
- dari Kelompok Kerja ULP ¢
kepada Kepala Daerah a

‘penugasan untuk menjawa
Umum/ Pelelangei_n Tc_rbatas

' Langsung setelah d1ter1man3

. Peserta yang menga_]ukanm

Barang / Jasa setelah dite

Daerah dan papan pengumuman resmi.

ngumumkan hasil pemilihéh_ Pcnyedia;' o
fapkan - melalui  website | Pemerintah

emasukkan dokumen kua11ﬁka31 atau o

irugikan, baxk secara sendm maupun

bersama—_s_ama' dengan peserta lamnya dapat mengajukan

~ sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

dalam Peraturan Preside

Dokumen Pengadaan Baz
yang tidak sehat; dan/at
yang berwenang lainnya.

ditembuskan . kepada PPK,
bersangkutan | paling lar

Pelelangan/Seleksi Sederhar
untuk Pelelangan/Seleksi U

Pelelaﬂgan/ Seleksi Umum s

{(lima) hari  kerja

untuk PeleIangan ' Sedl

Jamma.n Sanggahan Band1

!

n ini dan yang telah dltetapkan dalam |

ang/Jasa; _ _ b _
mengakibatkan texjadmyat persmnga.n
Wewenang oleh ULP dan/ Iat‘au Pc;abat-

i
<an kcpad.a Kcldmpok_ chi'ja' ﬁLP da'n.
PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang
hbat 3 (tiga) hari kerja  untuk
1a dan Pemilihan Langsung, sedangkan
mum paling lambat 5 (11ma] har1 ker]a. |
ang. . " L

lemberikan jawaban tertuhs atas semua
at - (tiga) “hari kerja ' untuk
na dan Pcmlhhan, sedangkan untuk'

aling lambat 5 [hma] hari ker_]a setelah"

tidak puas dengan jawaba;l sétnggahan '_ '

lapat mengajukan "sanggaﬁan banding -

tau kepada Pejabat yang menerima

b sanggahan banding pahng lambat: 5

untuk ~ Pelelangan Umum/ Seleksi
dan pahng lambat 3 (tlga) hari kerja -

ra _]awaban sanggahan '

anggahan bandmg wajib menyerahkan'

g yang berlaku 15 (hma belas) hari

- ._kcr_]a sejak pcnga_]uan Sanggahan Bandxng untuk Pelelangan o

ketentuan dan prosedur yang dlatur”_: .

-rhana/ Seleksi Sederhana/Pemﬂlhan -



%

7

_ 'bandmg kepada penyanggah

o memerintahkan

9 Pemlhhan Gagal :
" a, Kelompok Kerja ULP menya

‘hari kezja  untuk

. Dalam hal sanggahan bandi

. Kepala Daerah dapat menug;

' mcrnerintahkan . agar UL

_ Barang/Jasa

disetorkan ke’ kas Negara

~Banding melampaui_ batas ak

untuk :'Pelcl_angan ~ Sede
Langsung.

Jaminan  Sanggahan Band

perseratus) dari nilai total HPS.

29

P

'__Umum'/ Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (hma] han kezja o

rhana / Seleksi .

ing ditetapkan s.ebcsar'- 1 /100__' (Satu_'-”

Sanggahan Banding menghentikan proses Pclcla.ngan / Selek31

LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rckomenda51 untuk g

i kerja setelah surat

- penyelesaian sanggahan banding atas permmtaan Kepala Daerah

. -Kepala Daerah memberikan jawaban atas-: semua sanggahan_ -

Pelelangan Umum / Seleks1 Umum/ Pelelangan Terbatas serta S5 (hma)

- Sederhana/ Pemlhhan Langshng.

melakukan evaluasi ulang at

menjawab Sanggahan Bandis
Penugasan dimaksud pada h
dimaksud merangkap sebag
kegiatan yang 'disanggah.

-Dalam hal "'san.ggahan band

dlnyatakan salah “Jaminan Sanggahan Bandmg dlcalrkan dan -

gagal apabﬂa _ _
1) jumlah pescr'ra yang|.

- Kelompok  Kerja

Pelelangan Sederhana/SeIeksr

ing dinyatakan benar, Kc;;)ala Daerah .
ULP/ Pejabat
au Pengadaan Barang/J asa ula.ng
askan Sekrctans Daerah atau PA untuk '
g. . _ o : _
uruf k tidak berlaku, dalam hal Pejabat

ing dinyatakan salah, Kef)ala Dai_erah'

i

o
r .
|

..Dalam . hal sa_nggahan banding dmyatakan benar, Jamihan_. |
'_Sanggahan Banchng dikembalikan kepada penyanggah | )
. Dalam hal sanggahan banding pada Pelelangan Umum/ Selcks1 |

hir men_]awab Sanggahan Bandmg

akan Pelelangan/Pemilihan Langsﬁhg |
|

lulus .kua.liﬁkasi pada proses

prakuahﬁkas1 kurang dari 3 [’uga] pescrta,_ kecuah pada -

Pelelangan Terbatas,

!
f
F
I
|
i

' Scdcrhana/Pcml_hhan”' '

banding paling lambat 15_ (lima belas) - o

sanggahan banding ditei"ima uritukf'_ o
Pengadaan_._ o

ai PPK atau Kepala ULP lfmtuk'- paket =

P melanjutkan proscs | Pengadaan

Dacrah kecuali _]awaban Sanggahan.'. ..
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2) jumllelhh peserta yémg memasukkan Dokumen Pcnaxgvaran untuk -
Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruks1/Jasa Lamnya kurang L
dari 3 (tiga) peserta, kechali pada Pelelangan Terbatas ' _ |
3) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakuahﬁkam ternyata
‘benar; - o
4) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawa;fa!h;_ o
- D) dalam evaluas1 penawaran diterﬁukan bukti/ indikasi tei-jadi
persaingan tidak sehat; _ T { | | |
| 6) harga penawaran terendah ter'koreksi un'tﬁk Koit'ltrak Hérga _
' Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan H%lrga' Sat_uah
lebih tinggi dari HPS; T |
' 7) seluruh' harga penawaran yang masuk .lintukKoj:ntfa'k Lump
Sum di atas HPS; R E . o
. 8) sanggahan hasil Pelelangan/ Pemlllhan Langsung dar1 peserta
ternyata benar; E : .
o 9] calon_ peme_nang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, o
'Sctclah' dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadlr dalam_ _
Klarifikasi dan/ atau pembuktian kualifikasi. |
10)pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk :
melebihi nilai total HPS atau sctelah dilakukan negosxam harga
~ seluruh peserta tidak sepaka!: untuk menuruz}kan harga
_ sehingga tidak melebihi nilai total HPS, | |
. Kélompok Ke_zj'a ULP menyatakan Seleksi gagal épabila! |

1) peserta yang Iulus kuahﬁkas: pada proses prakuahﬁkas1

kurang dar1 5 [11ma) untuk Seleks1 Umum atau kurang darl 3

(t1ga] untuk Seleksi Sedethana; o %
) 2) Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran

‘kurang dari 3 [tlga), jika sebelumnya belum pernah dllakukan B

prakuahfikas1 ulang, _ ' S ‘
'_3) sanggahan dari pesefta yang memasukkan?-:' Dokumen
Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan% b:en_ar; .
4) tidak ada penawaran [yang memenuhi persyaréta_n | dalam
“evaluasi pénawaran; ' o | o B o
o 5) dalam evaluasx penawa1 an. ditemukan bukti/indiikasi terjadi
persamgan tidak sehat; | _ o - | . . i _ R
' 6) calon pemenang dan cal pemenang cadangan 1 dan 2 t1dak'
- hadlr dalam klanﬁkas1 d‘E.n

neg031as1 dengan alasan yang tidak

!

dapat diterima; = . - i - : . . _

’ ]
i




. 7) tidak ada peserta yang
o -_teknis dan biaya;
Selek

- penawaraﬁ terhadap has|

8) san'ggahaﬁ hasil

9) penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak - Harga Satuan, -

Kontrak gabungan Lum}
dari Pagu Anggaran kecu
kualitas; . |
1 0)seluruh- penaWarén biay
Sum di atas Pagu Anggar
11]se1uruh peserta yang ma
| hadlr dalam pembuktian
. PA / KPA menyatakan Pel
N gagal apabila:
1) PA/KPA

menandatangani

sependapat ¢

SPPBJ
o Pemilihan Langsung tidal

 5)
r
)

" 'melanggar Peraturah Pre;
. PA/KPA/PPK/ULP dilarang

.' PcleIangan / Seleksi/ Pem111ha
-atau Pelelangan / Seleksx / Per
e, Menten/P1mp1nan . Lembag

Pelelangan / Seleks1 / Permhha

Arl,

lengan PPK yang

31

henyetujui/ menyepakati hésil_negosiasi 3

o

I ’

|

si dari peserta yang memasukkan

1l seleksi dari peserta temyata benar;

v Sum dan Harga Satuan' lebih tinggi

ali yang menggunakan metode evaluasi -

fa yang masuk untuk _K_ontrak Lump_ :

suk sebagai calon daftar pendek t1dak -
kualifikasi. ' E
elangan / Seleksi/ Pem111han Langsung -

'fida;]nc _ bérsedia_-' .

karena prds_es Pelelangan/Seleksi/

¢ sesuai dengan Peraturan Presiden ini,

2) 'pengadu'an masyarakat adanya dugaan KKN yang mchbatkan
ULP dan/atau PPK ternyata benar; : o |

3) dugaan KKN daﬁ/ atau |pelanggaran ﬁchaingan .siehat dalam

pelaksanaan ~ Pelelangdn/Seleksi/ Pémi.lih_an | { Langsung..

o dinyétakan benar oleh pihak berwenang; -

) 4j sang'gaha'n dari pesertal yang memasukkan penawaran atas
kesalahan prosedur yang tercantum - dalam.  Dokumen .
Pengadaan Penyedla Bargng/Jasa ternyata benar, i R _ N |
Dokumcn Pengadaan tidak sesuai “dengan Peraturan Premden
Nomor 54 Tahun Tahun 2010; '
pelaksanaan Pelelangan/ Sclek31/ Pcrmhhan Langsung t1dak

 sesuai atau menyimpang [dari Dokumen Pengadaan; | .
calon pem.enang dan dalon pemenang -cadangaril_ 1 dan 2
m.ehgundurkan difi; atay] - o :' - '

- 8) pelaksanaan - Pelelarjgan/Seleksi/Pemilihan

LangsUng E
iden ini. | . :
nemberlkan ganu rugi kepada peserta ;
n Langsung bila penawarannya dltolak -
hilihan Langsung dmyata.kan gagal
Institusi

o/ lepman . 1 mcnyatakan'_' .

n Langsung gagal apabila: E |

t




; 1) _sanggahan banding dari peserta ternyata benar, atau

2) _pengaduan masyarakat jadanya dugaan KKN yang mehbatkan

KPA ternyata benar. S i o
Kepala Daerah _niényatakan | -Peleléﬁgan/.Sclék?si/ Pcrhilihan B

Langsung gagal apabila: | S E | |
| 1) sanggahan bandmg dari peserta ternyata benar, at;u "
2) pengaduan masyarakat ladanya dugaan KKN yang mehbatkan .

PA dan/ atau KPA ternyata benar. _ S
. Dalam hal Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan'
| gagal, maka ULP segera melakukan: ' .
1} evaluasi ulang; |

2) penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

-3) Pelelangan/Seleks1/ Pemilihan Langsung ulang, ataui
4) Penghentlan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung

. Dalam hal Pelelangan/ Seleksi ulang jumlah Penyedla Barang/Jasa

yang lulus prakualiﬁkaSL hanya 2 (dua) pcsc_rta, proses

. _Pelelangan/ Seleksi dilanjutkan. - : |

Dalam hal Pelelanga.n /Seleksi/ Permhhan Langsung ulang _]umlah L '-

Penyedia Barang/ Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua}

- peserta, -  proses Pele ngan/Selek51/Pem111han Langsung -

dllanjutkan _
Dalam hal PeIeIangan/ Sele si ulang Jumlah Penyedla Barang/Jasa

yang lulus prakuahﬁkam hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Scleks1
- ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung, : _ '
. Da.lam hal Pelelangan/ Seleksi/ Pem111han Langsung ulang Jumlah '

a. hasﬂ pekerjaan tidak da at dltunda _ _
b, menyangkut kepentmga / keselamatan masyarakat dan _ |
c. tidak  cukup wakt untuk mclaksanakan proses '

_Pclelangan/Selekm/Pe" llhan Langsung dan pelaksanaan-".

: peker_laan E

i
i
{
b

.
b
t
t
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m.Dalam ~ hal Pelelangan Umum  Metode Dua Ta;hap" gagal,
sebagaumana d1maksud angka 9 a. angka 10), berdasarkan hasil -

- evaluasi Kelompok Kerja ULP dapat melakukan pcnambahan nilai |

o spesﬁ'ikas: teknis dan/atau

| pelelangan ulang

10. '.Penu'njukan Penyedia Barang/.
a. PPK menerbitkan'SPPBJ den

3) masa sanggéih dan/atau r
. Dalam hal Penyedia Barar
"mengundurkan d1r1 .dan
R pcngunduran diri* tersebut
~alasan yang dapat diterima s
) .Pengundﬁran diri sebagaimg

 dengan ketentuan bahwa j

diterima dan masa penawara

1) Jaminan - Penawaran ]

. 2) Penycdla Barang / Jasa d1]

.- Dalam hal tidak terdapat

lingkup pekerjaan.

1) tidak ada sanggahan dari
2) sanggahan dan/atau saf
atau -

~ total HPS, perubahan spesﬁ' jkasi teknis dan/atau perubahan ruang
. - 1 . :

E
3
i

. Dalam hal Pelelanga.n Jmum Metodé Dua Tahap gagal o
: sgbagalr_nana dimaksud pada huruf m, terdapat perubahan nilai
tdta_l HPS tetapi. tidak t

‘dan/ atau ruang lingkup pekerjaan, pelelangan umum langsung

[

- dilanjutka.n dengan pemasukan penawaran harga uIang B
. Dalam hal Pelelangan Pmum Metode Dua Tahap_ gagal

sebagaimana dimaksud pada huruf m, térdap_ét perubahan

ruang lingkup pekerjaan, dilakukan

[asa -

gan ketentuan: _

peserta _
ggahan bandmg terbuku tldak benar

hasa sanggah bandmg berakh1r
1g/Jasa yang telah menenma SPPBJ a
masa penawarannya maS1h berlaku,
hanya dapat dllakukan berdasarkan
ccara obyekuf olch PPK. _
na dimaksud pada huruf b d11akukan' _

. pekerjaan mengundurkan

- disetorkan pada Kas Nega

-meng1kut1 keglatan Pe

pemenntah selama 2 (dua

paling lambat 6 (enamy) han

-t
i

1nan penawaran pescrta lclang yang o

- bersangkutan dicairkan dan 1setorkan pada Kas Negara/ Daerah -
. Dalam hal Penyedla Barang Jasa yang d1tunJuk sebageu pelaksana -

iri dengan alasan yang. t1dak dapat
nriya masih berlaku, maka -

ang bersangkutan- dlcalrkan dan
ra/Daerah; dan |

cenakan sanks1 berupa larangan untuk“ _

S

ngadaan Barang/Jasa di 1nstans1 -
) tahun. | B
sanggahan, SPPBJ harus| d1terb1tkan

kelja setelah pcngumuman penetapan

t
-k

rdapat peruba.han 3pes1f1kas1 teknls -



C -

1L

T a.

: pcfnenang " dan

_un_tuk' ‘Pelelangan  Sederha

‘sanggahan dijawab, dan seg

- paling lambat 2 (dua) hari

ményampaikan Berita Acara

segera d

bcxfsangk'utan.

isampaikan kepada pemenang  yang

Dalam hal terdapat Sanggghan Banding, SPPBJ ha.rus diterbitkan

pemenang,

untuk Pelelangan Umum d|

_ paling lambat 2 (dua] hari kerja setelah semua sanggahan dan / atau ]
Sanggahan Bandmg dijawab,

serta segera d1sampa1kan kepada-

-Da.lam hal terdapat sanggahan tetap1 t1dak tcrdapat Sanggahan3
' Ba.ndmg, SPPBJ harus diter

bitkan paling lambat 6 (enam) hari ker_]a
an paling lambat 4 (crnpat] hari kerja -
na dan Pemilihan Langsung setelah'

era dlsampaukan kepada pemenang

: 3| :
. Penerbitan SPPBJ untuk Seleksi Jasa Konsultan harus dlterbltkan

i kerja setelah Kclompok Kerja ULP
Hasil Seleksi kcpada PPK. l

[
Penandatangana.n Kontrak Pengadaan Barang/J asa E

. da_lam Akta Pendlna.n/ Angga ran Dasar sebagaimana dlmaksud pada’ o

. Penandatanganan Kontrak
setelah DIPA/DPA dxtetapkaj.. o _ N
. Para pihak menandatangani kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa

Kontrak.
.. Pihak - yang - bérwénang menandatangani

- Barang/Jasa atas nama Pe

PPK menyempurnakan ranc;

untuk d1tandatangan1

. hari kerja terh1tung sejak dlﬁerbltkannya SPPBJ. a

Penandatanganan Kontrak

rupiah) dilakukan setelah

Angan Kontrak Pengadaa.n Barang/ Jasa

Pcngadaén Bar'ang/Jasa:.- dilakukan

1
-

=)

" _mcnyerahka.n Jaminan Pelaksanaan pahng la.mbat 14 (empat belas) ) o

i
|

rengadaan Barang/Jasé'yali['zg' kompleks -

- dan/atau’ bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (sératus miliar

memperoleh pendapat A;hli Hukum -
Kontrak |- Pengadaah

peraturan peundang-undan

" disebutkan namanya dalgm Akta Pcnd1r1an/Anggaran Dasar
'_Pcnyedm Barang/Jasa, y g ‘telah d1daftarkan sesuaJ. dengan

P1hak lain yang bukan D1rekS1 atau yang namanya t1dak d1sebutkan

: huruf e, dapat mcnandatangam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,
| sepanng plhak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan _
- yang berstatus sebagau tenag a kcr.]a tetap dan mcndapat kuasa atau

‘pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau plhak yang sah

ed1a Barang/Jasa adalah D1reks1 yang



. E. PELAKSANAAN KONTRAK
1. Perubahan Kontrak
a.

- peIakSa_naan, dengan gaml
e Barang/Jasa dapat melakuk

1) menambah atau mengur

_3) mengubah spes1ﬁka31 tel

" dan besarnya sesuai deng

a.

- be'rda.sarkan :

- 2) menambah'dan/atau met

.4] mengubah Jadwal pelaksa

. Pckérj aan

' tercantum dalam perjanji:

_ _'2]' ferscdianya anggaran unt|

. Pelanggaran atas ketentuan

-Pe_rubahan kontrak yang di

Akta. P
menandatangani Kontrak Pe

Dalam hal terdapat perbed4

ditentukan dalam . Dokum;
‘dalam K_ontrak,
lapangan atau

untuk pekeljaan ‘yang men
bagian pekerjaan yang mer
Gabungan Lump Sum dan Hz
tambah
dilaksanakan dengaﬂ ketenty
1) tidak melebihi 10%

sebag;

(s

Barang/Jasa spesialis.

35

:ndirian/Anggai*ah . Das: _ untuk'._ '

ngadaan Barang/Jasa_.

mj__-__,,v_.__-,-_;_v,__.ﬁ_ﬁ_ -

an antara kondisi lapangan pada saat
bar dan/atau. spesmkam tek:ms yang
en Kontrak, PPK bersama Penyedla
an perubahan Kontrak yang mchpun

angi volume pekerjaan yang tercantum N

1gurangi jenis pekerjaan;

his pekerjaan sesuai dengan kebutuhan e
T
naan. - A E

. Perubahan Kontrak sebagaumana dimaksud pada huruf a, berlaku "

pgunakan Kontrak Harga Satuan atau
\ggunakan harga satuan dan Kontrak' _. |
irga Satuan. _ e -_
rimana . dimaksud padaé huruf  a,
epuluh perseratus) dari ‘harga yang N |
a.n/Kontrak awal; dan - E | |
|

pik pekerjaan tambah.

. Penyedia Baréng/ Jasa dilarang mengalihkan pelaks'ariaan pekerj aan
_.utama berdasarkan kontrak|

dengan melakukan subkontrak kepada .

pihak lain, kecuali sebagign pekerjaan ‘utama kepada penyedia

[
o

sebagaxmana dimaksud pada huruf c, :

Penyedia Barang/J asa dikt:llakan sanksi berupa denda yang bentuk

Dokumen Kontrak..

| dilakukan scpanjang discpakl

]
'4

. Uang Muka dan Pembayaran Prestas1 Kerja

Uang Muka dapat d1ber1kan

1] mob1115as1 alat dan tenaga

v
5
!
.E'
i

ketentuan sebagalmana c}latur dalan_l o
. _ T _

[
sebabkan masalah admlmstras1 dapat

au kedua bclah p1hak
1
]

r{epada Penyedla Barang/ Jasa untuk

kcrja, :




Q) pcm'bayaran uang tanda
~ 3) persiapan teknis  lain

. Uang M_uka'dapat diberikar

. Besarnya Uang Muka unty
~ yang paling kecil diantara 2
1) 20% (dua puluh perserat)

| 2) 15% (lima belas perserat

| 1) pembayarar_l bulanan;

| 13'] 'pernbayaran secara sekalj
. Pembayé;ran prestasi kerja d

- -_.setelah dikurangi angsuran
. apabila ada, serta pajak.

. Permintaan pembayaran

.Pembayaran bulanan/terr
pcralatan dan/atau . baha
pekerjaan yang akan dlse

© terdapat dalam Kontrak i

sebaga1 uang retensi unt1

dan/ atau
Pengadaan Barang/Jasa.

ketentuan sebagai berikut:
1) PPK menyetujui Rencanal
~ oleh Penyedia Barang/Ja
2) 'urituk'Usaha Kecil paling
nilai Kontrak Pengadaan
3) untuk usaha non kecil
' muka palmg tinggi 20
- Kontrak Pengadaan Bara

36
jadi kepada pemasok barang/ material;

yang diperl_ukari ‘bagi~ pelaksanaan

! kepada Penyedia"Barang/Jasa defigan |

Penggunaan .Uai"ig Muka yahg diajukén B
Sa; ' I B

tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dan |
Barang/Jasa; atau = '; ' |

dan Penyedia Jasa Konsultansn uang T

% (dua puluh perseratus) dan mlau
ng/Jasa. B o
k Kontrak Tahun Jamak ada.lah n11a1

(dua) plllhan, yaltu o f '

s} dari Kontrak tahun pcrtama, atau

1

s) dari nilai Kontrak. - g

. Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat d1kurang1 secara

proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi peker_]aan

. Pembayaran prestas1 pekerj

2) pembayaran berdasarks

(termin); atau

menggunaké.n subKontrak,
kepada seluruh subkontr

{ prbgress) pekerjaannya.

dllakukan senilai - pcker_] a;

PPK' dapat menahan seba

!
S

g

an dapat d1ber1kan dalam bentuk
In tahapan penyelesaian pekerjaan -
%
igus setelah penyeleseuan pekerjaan _
iberikan kepada Pcnycd1a Barang /Jasa
pengembalian Uang Muka dan dcnda'
kepada PPK untuk _ Kontrak yang
pktor sesuai dengan peirkembangan :
hin  untuk Pekerjaan Konstruksi,
Ln yang telah terpasang, termasuk -

h yang menjadi  bagian! dari - hasil |

rahterimakan, sesuai ketentuan yang

gian pembayaran prestasi pekerjaan
ik Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan

harus dilengkapi bukti pembayaran



s

-_-Kbhstriik_si_ dan Jasa

- pemeliharaan.
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Lainnya yang - mebutuhkan masa

3. Pelaksanaan Kontrak untuk Pengad'aari Barang/Jasé dalam .Keadaan

Tertentu.

Dalam keadaan terteni_:u P=nunjukan Langsung untuk pekcrjaan_-

penanggulangah bencana alam

'_a‘. PPK menerbitkan SPMK setd
 dan 'sa.lir;an pernyataan be
.berwenéng sesuai ketentuan,

~ b. opnd?_ne pekerjaan di lapang

Penyedia Barang/Jasa,

pengadaan dapat dilakukan secara simultan;

d1laksanakan sebagaa benkut o
lah mendapat persetujuan dan PA/ KPA .
ncana alam dari plhak/mstanm yang
peraturan perundang-undanga.n, |
an dilakukan be_rsama antgra PPK dan

ementara proses dan ' administrasi

e p_enangana.n © darurat yang dananya -berasal_“ dari  dana

_penanggulangan bencana alam adalah:

L]

1) penanganan darurat yhng harus segera dilaksanakén' dah

diselesaikan dalam wakth yang paling. singkat untuk kcama.nan L

- dan keselamatan mas

kerugian négara atau ma

2} konstruksi darurat ya

- diselesaikan dalam wakt;

: _. dan kcselamatah masyd
_ negara/masyarakat yan

3.)' “bagi kejadian bencana al

o suatu - Kontrék, peke

~ dimasukkan ke dalam C

- melebihi 10% (sepuluh p:

4) Pehggunaan konstruksi

' permanen masih dalam

| penénganan darurat ha
- permanen untuk menghi
: leb_ih besar.

4 Keadaan Kahar _ :
a. Keadaan Kahar adala.h S
kehendak para plhak dan

sehingga kewajlban yang di
 dapat dipenuhi. . - E

o
4
t

arakat dan/ atau untuk menghmdan :
syarakat yang 1eb1h besar; |

hg harus segera - dllaksanakan dan

rakat dan/atau menghindari kerugian
. _; e
lebih besar; o ; :

Am yang masuk dalam cakupan wﬂayah

rjaan penanganan darurat " dapat

=rseratus) dar1 nilai awal Kontrak

permanen, Jlka penyerahan pekerjaan
kurun waktu tanggap darurat atau
nya dapat d1atas1 dengan konstruks1

ndari kcrug1an ncgara/ masyarakat yang. g
!
P
Latu keadaan yang ter_]adx di luar :

tentukan dalarn kontrak menJach tldak “

I
P
t
l
f
|

1 yang paling s1ngkat, untuk keamanan -

ontract Change Order (CCO] dan dapat B

tidak dapat dlperklrakan sebelumnya, _ |
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" B. PANITIA PENERIMA/ PEMERIKSA

" 1. Panitia Penerima/ Pemeriksa "B
Daerah Kabﬁpaten Gorontalo ada
Panitia Pemeriksa ‘Barang D
Sekretaris Daerah dengan susun
Kétua ‘méranighap shggots

. Sekretaris _' merangkap anggota

-~ -Anggota : 1

#

BARANG E o
rang Daerah di hngkungan Sekretanat_
lah sebaga1 berikut;

erah  ditetapkan dengan Keputusan"

an  panitia terdiri dari: - R
Kepala  Bagiam Umuﬁr'_ 3 s¢t&é¥'

Kabupaten Gorontalo -
 Kasubag Perlengkapan pada Bagxan
Umum Setda Kabu,paten lGorontalo

..unsur Bagian Umym Setda Kabupaten Gorontalo

. 2. unsur Bagian Pembangunan dan Pengendallan Program |

Setda Kabupaten Gerontalo

3. ufisur Bagian Hukjim Setda Kahupaten G'oron’l:alo

| 4. uhsur_ teknis. (a.ﬂggota udak tetap)

"2, Panitia Peherima/Penieﬁksa Harang.

di hngkungan Satuan Kex;la B

: Perangkat Daéraih (SKPD) adalah Iebagau berikut: '_ E

Panitia Pemeriksa - Barang - S
ditetapkan melalui Keputusan
Anggdtan, “utituk mermeriksa- s
- dengan personaﬁa terdiri .dan':
'. ) Ketua merangkap anggota

o | 'Selde@:ié. '. mérangkap anggota :

.'_3;"‘1‘ugas Pamha?enenma/?emenksa Ba:rang'

 a. membuat Berita Acara Hasil
'b. memberitahukan  kepada
o ﬁejabat yang melaksanaka(n

! |Sesuai kebutuhan SKPD

Pengguna Anggaran/ Kuas_a Penggur_lla .
gthua  kegiatan pengadasn bararg-

Tk
i
3

: |Pejabat yang ditu'nju'k. oleh Kepalé o

SKPD S
staf pada satuan

bersangkutan ; -

'_kelja )

Pemenksaan Barang,

panitia pengadaan/pekeijaan“ _'a_.tal..i

. . [ : . .
pengadaan, . jika ternyata barang; '

E yang dlpenksa tersebut sesyai dengan persyaratan sebagalmana_ '

tertera dalam surat perjanJLan dan atau dokumen penyerahan; o

. lainnya; _— 5
¢, dalam

2
i
i
|
!
}
i

pelaksanaan tugasnya
bertanggung ]awab kepada Ke pala SKPD.

L
S

.-_ Panitia “'Pemerikssli. ' Barang -

tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) o



e

1‘.

- SKPD selaku atasan pegawai

" b. menyusun

- C. PELAKSANA TEKNIS/PENGAWAS LAPANGAN |

- Petugas yang bertindak sebagai pengawas lapanga.n dltetapkan .
oleh masing-masing Kepala SKPP. Dalam hal SKPD ndak memiliki -
pegawai yang memiliki pengetahuan teknis dalam melaksanakan tugas-

tugas pengawas lapangan maka
" pegawal p‘ada SKPD iamnya

‘Pengawas Lapangan mempunyai tugas:
a. _'mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;

laporan - harian,
.- selanjutnya
' kepada Pimpinan Kegiatan dan

keglatan

ketentuan

terdapat

d. memecahkan masalah/hambatan dalam pelaksanaan pekexjazin;
e. menertibkan administrasi kegiatan di Iapa_ngan, ' '

f. dalam pelaksanaan tugasnya pe

penyimpangan yang tidak

i
SKPD dlmaksud dapat menggunakan .
asarkan pErsetujﬁan dﬁn Kepala_t"'-
sud. o

mingguan, dan bul untuk

melapo_rkan tentang pelaksanaan keglatan d1 lapangan o

|
Penanggung J awab Program

| '._ci ~memberi teguran kepada pelaksana apabﬂa dalam ‘peiaksanaaﬁ'- |

sesueu dengan '-

ngawas lapangan bertanggung J&W&b._. -

kepada pengguna barang secara] beljenjang
* D. PENGAWAS FUNGSIONAL C o
' " Inspektorat Kabupaten [Gorontalo ‘berwenang | melakukan -

: péngawasan 'fuﬂgsional atas pelaksa:naan ' Anggaran 'Pe_n_clallpatan dan
- 'Belanja' Daérah] Kabupaten Gorontalo Tahun - 2015, sedangkan Kepala

SKPD bertanggung jawab atas pengawasan melekat terhadap ‘aparat

di bawahnya -

E IAPORAN PELAKSANAAN KEGiAT’ N

" Laporan reah31as1 ' pelak
Pendapatan dan Belanja Daerah:
2015, disampaikan

- Daerah di Lingkungan Pemerintah

keg1atan Dana Anggaran-

bupaten Gorontalo Tahun Anggaran

oleh masmg—masmg Satuan Kerja, Perangkat_ R

Kabupaten Gorontalo kepada Bupat1

B Gorontalo u. p. Bagian Pemba.ngunan dan Pengendahan Progra.m Setda
_ Kabupaten Gorontalo palmg lambat seuap ta.nggal 5 bulan beljalan




;.,'(),'

v

s 83
PE

Peraturan Bupati tentang :_ Ped
pedoman dalam pelaksa.naari " Keg]
Bersumber dari Anggaran Pendapa
Gorontalo Tahun Anggaran 2015.

 Hal- hal yang belum diatur

' petun_]uk pelaksanaan ini, agar ber

'_unda_ngan yang berlaku. -

_ |. s

B IV
UTUP

loman Pelaksanaan ini dzbuat sebaga.l- -
atan Pengadaan Barang/Jasa yang
tan dan  Belanja - Dacrah Kab_upatcn

atau belum cukup _diatu_r | dalaiin_-

pedoman pada peraturan | perundang-




| ’A con'ron SK

- Menimbang i 2 bahW e,
. Mengingat

) _Memperhatik_an -1". RO

_ _'Ménetapkan H

" LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPAT GORONTALO

5 TA
22 WA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

BARANG fJASA ‘YANG

201%
201%
PELAKSANAAN
AN  KEGIATAN

EVALUASI
PEN GADAAN
BERSUMBER

CONTOH-CONTOH FORMAT

SK PENETAPAN PENUNJ'UKAN PEJABAT PENGADAAN BARAN G/JASA

TENTANG .

© PENUNJUKAN PEJABAT F
- DANA ANGGARAN PENDAP/
' KABUPATEN GORONTAL(
~ SATUAN KERJA ...

~ ¢. dan seterusnya;

. Undang-Undang...........
. Peraturan Pcmermtah .
. dan seterusnya o

WM o

E

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINASIBADAN/KANTOR ..................... o

ENGADAAN BARANG/JASA |
\TAN DAN BELANJA DAERAH
D TAHUN ANGGARAN 2014 |

------------------------------------------------

----------------------------------------------------

ooooooooooooooooooooooooo

[UTUSKAN ;

DAN"

"DARI -° |
PENDAPATAN DAN - BELANJA R



3

. KESATU :

KEDUA

KETIGA

6. melakukan evalupasi adxmr

. KEEMPAT
 KELIMA

* KEENAM

BN =

‘5. menilai kualifikasi Penye

o =2

_' 9. menyerahkan dokumen asli

sanw

3 dan setcmsnya.

dan Bclanja Daerah Kabu

| Penunjukan Pejabat Pengada.jn Barang dan Jasa Dana Anggaran Pendapatan-
p

Kefa i,

lllll -au-u.l-co L2 ] N]].)

ten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 Satuan

: Pe;abat Pengadaan sebagaimana dlma.ksud pada -dlktum kesatu atas nama .

tugas pokok dan kewenangan

-Kerja Perangkat Daaerah 1
- untuk masyarakat serta me

menyusun rencana pemilihan Pcnyedla Barang/Jasa, .

. menetapkan Dokumen Pengpdaan; :
menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

- mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di wcbsnte Satuan

. Pejabat Pengadaan sebagaimaha dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan -

sebagai berikut :

hasing-masing dan papan pengumuman resmi
nyampaikan ke LPSE untuk dxmnumka.n

~dalam Portal Pengadaan Nasional;

* pascakualifikasi:

- yang masuk;
menetapkan Penyedia Baraj

| |
dia Bara.ng/Jasa melalux prakuahﬁkas1 atau

| o
istrasi, teknis dan harga terhadap penawaran .
8

3

ng/Jasa; | |-

" Barang/Jasa kepada PPK;

. - menyampaikan hasil Pemiljhan dan salinan Dokumen Pemllhhan Penyed1a o

ilihan Penyedia Ba.rang/J asa kepada PA/KPA

10. membuat laporan mengenaj proses Pengadaan kepada PA/KPA,; :
12. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keglatan Pengadaa.n |

Barang/Jasa kepada PA/KPA:

13. menandatangani = pakta
barang/jasa; dan

R |
integrasi -~ sebelum pelaksanaan pengadaan'

14, melaksanakan tugas lain gesuai dengan ketentuan peraturan perundang-'

undangan, -

: Dalam melaksa.ﬁakdn tugasny
- pejabat pengadaan bertanggung jawab kepada Kepala ....cooovsiicncveerienne.

© Masa ‘kerja pejabat pengadaan berakhir setelah selesamya seluruh tugas dan =
wewenangnya atau sesuai dengan masa kerja penugasannya. | :

sebagaimana dimaksud pada d1ktum kedua |

b

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada
. Anggaran Pendapatan dan B.lanja Daerah Kabupatcn Gorontalo Tahun. '
‘Anggaran 2014 DPA-SKPD .. -

............................

................................................




* B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TGIATAN OLEH PENGAWAS DAN PPTK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEGIATAN
NOMOR : . _
" Pada hari ini_ ..... Tanggal...... bul_ar{ ...... 'i‘ahi.ln kami yang bertanda iangan dibawah ini :
1. Dalam hal ini selaku’  Pengawas Lapéngan " Pekerjaan
Selanjulnya disebut PIHAK KESATU -
<2 i Direktur .. |............. .
: Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
_Berdasarkén Kontrak NO. .cvvtvireenren TaNGGAD e ..+ Telah mengadékan pemeriksaan dan pehilaiah 'Iapangan atas
Pekenjaan .........ivii e eees . : : S S '
Adapun hasil pemeriksaan dan penilaian kami seperti tercanfurn dibawah ini:
A AAN [ VOLUME BOBOT | PROGRES (%) :
NO JENIS PEKERJ SAY. TARGETREALISAS] . % KUMUL | TERTIMB KET.
] — 2 3 4 5 6 7 8 9

Demikian Berita Acara inf dibuat dengan sebenar - bsnarnya Wntuk dipergunakén sebagaimaﬁé rhestinyé. o

.Setu]u,

.

- GV,

Direktur -

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR ....... '

NIP. .

L -

Dibuat Oleh,
PENGAWAS LAPANGAN -

)
ol

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN |

. : i




ke

o c CONTOH FORMAT ADMINISTRASI PA

NITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN '

PANITIAIPEJABAT PEN ErRIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor

~ Perihal - .

- Dengan hormat

: Tempat

----------------------------------------------

DINASI BADAN/KA
~ TAHUN AN

Undahgan Rapat -

Sehubungan dengan pemeriksaan / penilaian atas - pekefjéan e
[ SO - yang - telah mepcapai .......%, rnaka bersama “ini . kami

mengundang Pamta PPHP dar

. pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal
Waktu

_ Demikian atas perhatian di
Mengetahui,

Ketua,

-----------------------------------

(PPHP)

TOR....... o
GARAN 2014

Kepada Yih: .E. |
1. Panitia PPHP |
2, Direktur |t

--------------------------------

Direktur .......ccovciimeianen. untuk menghadm

ricapkan terima. kasih. -

eesresnenie soeessieessnnioes 2014

---------------------------------------

------------------------------------------




- PANITIAIPEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
o (PPHP)

GARAN 2014

DINASIBADANIKA TOR..
TAHUN AN

RISALAH
PEKERJAAN ....................................

NOMOR . : 023/PAN-PPHP/PU- PSDA/2013
TANGGAL 13 D]GUSTUS 2013 L
uja

Pada hari ini ............ tanggal — b

R tahun ....... pukul ...... . Wlta s/d'

selesai, dengan'mengambil tempat di .d..... telah dtadakan rapat mengenal pemlalan | o
pekerjaan ............. Rapat dlpampm pleh Ketua Pamt:a PPHP dan d;hadm oleh :

koordinator dan seluruh anggota panitia serta unsur p:hak Penyedla BaranglJasa

1. -Dalam rapat dibahas tentang tata cara penilaian pekerjaan dan dls:mpulkan
| hal - hal sebagal berikut |

................

_ Demikian risalah rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

. lmboto, 2014
Mengetahui, - . :
Ketua, e | ~ Sekretaris

----------------------------------------




Lo L

&

|
PANITIAIPEJABAT PEN RIMA HASIL PEKERJAAN

DINASIBADANIKA TOR
| TAHUN ANGGARAN 2014

BER!TA ACARA PENILfIAN HASIL PEKERJAAN

(P

HP)

: Nomor

B. _Sete!ah dllakukan pengamatan lapar
' mempelajan semua hasnl hasil pek

sebagaz berikut :

a. Keg!atan telah selesa! dilaksanak
syarat sebagaxmana yang sudah diatur dalam perjanjtan kontrak

...........................

A Berita Acara m: dtbuat pada tanggat |[................ buian .................. tahun
" QOleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaah (PPHP) yang dibentuk berdasarkan Surat_
Keputusan Kepala ................ Nomor ......... tanggal ......... dalam rangka serah
. terima pekerjaan sementara (PPHP) untuk pekerjaan ......... sesua; dengan Pasal
e Syarat—Syarat Umum dalam *Surat Perjanjian ( Kontrak ) / Surat Perlntah Kerja
“ (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang Jasa
Nomor.; .......... tanggal ................ : [ - |

| o
angan terhadap pekenaan dan menel:t: seria
jaan dimaksud, maka Panlt[a menetapkan

?
(-
}

n sesua: dengan rencana ker]a dan syarat

b. Kegiatan yang d:laksanakan suda se!esal ..... % dan te!ah berfungsn dengan S

aik.

¢ dst (dtsesua.'kan dengan hasil pem!a.'an !apangan) S
C. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebaga:mana mestinya.

PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN,

.....................................

.....................................

Anggota

_ Difandétangani di
. Pada Taphggal

........... e T
8
i
........... e
 Pimpinan Teknik
i !




PANITIAIPEJABAT PEN RIMA HASIL PEKERJAAN
| (PPHP)

DINASIBADANIKA TOR...
TAHUN AN GARAN 2014

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

*(Kunjungan Kedua)
. Nomor' ................................
A Benta Acara ini dlbuat pada tanggal| ........... bu!ah ......

o tBRUA o Oleh

Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Kepala ................... Nomor ................

- pekerjaan sementara (PPHP) untuk pekenaan e
. Syarat-Syarat Umum dalam **Surat Perjanjian ( Kontrak ) / Surat Perintah Kerja

L tanggal ............

dalam rangka serah terima:

sesuai dengan Pasal .

-~ (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedna Barang Jasa

‘Nomor..........; . tanggal ...

B. Seteiah dilakukan pengamatan lapahgan terhadap pekerjaan perba:kan sesuai
- dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Palaksanaan Nomor : . tanggal

e d@n meneliti serta mempelajari
- Panitia berkesimpulan sebagai berikut

~ a. Penyedia barang/jasa telah mela

Kontrak

semua hasil-hasil pekerjaan dlmaksud maka S

.' .

sanakan perba:kan pekerjaan sesuai hasil
Penilaian pekeqaan (Kunjungan P rtama) dan sudah sesuai dengan ketentuan :

f

' .

b. Sesual dengan Pasal Syarat—syara Umum dalam Surat Perjanjlan tersebut pada'
' butir a diatas, maka masa pemehh raan selama ...(....

sejak tanggal ................ ,_

....) hari kalender terhltung

c. Selama masa pemehharaan seca berkelanjutan Kontraktor berkewajlban dan L

bertanggung jawab melakukan pekerjaan pemelaharaan
C Demlklan Berita Acara i dlbuat untuk 1gunakan sebagalmana mest:nya.

- Ditandat
Pada Tal

PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 4 |

ngani dl
ggal -

....................................................................

..................................................

*leuat apablla kunjungan pertama masnh ter_d
pmh salah satu :

apat kekurahgén_ '

!

...............................

..................................

_Pimpinan Teknik




-~ BERITA ACARA SERAH Tl
- PEKERJAAN ...

=RIMA PER

TAMA PEKERJAAN
Tk

------------------------

-------------------------

----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

'Kedua belah pihak telah Sepakat untuk men
sesuai dengan Pasal ..

‘Nomor ..

.......... tanggal .............
berikut:* .

- Setelah meneliti dan mem
el tanggal
PIHAK KESATU menyatakan bahwa semu
oleh PIHAK KEDUA. -

KESATU menerima penyerahan pekerjazan di

PIHAK KEDUA berkewajiban memeliha

pemeliharaan yang ditetapkan selama ..... {.

Demikian Berita Aca
yang sama. -

PIHAK KEDUA
oV |

Direkt_ur

SAKSI
'PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN -

: | Selaku Pejabai Pembuat Ko

. Syarat-Syarat Umum dalam
“Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembtiat Komit
sebagaimana didal

- Pasal 1

pelajari Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan ..
yang merupakan satu kesatuan dengan berit

_ _ - Pasal 2'_'
PIHAK KEDUA menyerahkan Pekerjaan ...

ra ini dibuat dalam 5 (linf

b
I

...............

} bertempat di
mitmen bertindak . .
emerintah Republik =~
q Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan
Nomor tanggal ...
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Direktur berkedudukan di ....\......
untuk dan atas nama

disebut PIHAK KEDUA.
adakan serah ter

untuk dan atas nama P
Indonesia ¢.

--------

... bertindak |
.............. selanjut_nya o
ima Pekerjaan untuk ...........
**Surat Perjanjian (Kontrak) / Surat ;
men dengan Penyedia BarangfJasa

am ketentuan - ketefntuan sebagai__- '

_ Nomor ;
a acara ini; maka
pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik

---------------

kepada PIHAK KESAT
maksud dari PIHAK KEDUA.

......... U dan PIHAK -

PaII 3 _ o -
ra pekerjaan dimaksud pada pasal 1 dalam masa .

-...eo...) hari kalender terhitung sejak tanggal
&) rangkap dan mempunyai kékuafan'hukum'_

PIHAK KESATU
KEPALA.......

i-
L

---------------------

--------------------------------------

NIP. .t e

SAKSI L.
LA| HASIL PEKERJAAN -
KETUA, |

t

* PANITIA PENI




. "PANITIAIPEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

- TAHUN ANGGARAN 2014

| " DAFTAR HADIR |
HARIJ’TANGGAL

R PEKERJAAN NS SO SRS

NO. | - ' NAMA. | JABATAN . TANDA TANGAN

1 | - | | KOORDINATOR ~ |1

N A SEKRETARIS |3

|
r
i
2 B ' ' KETUA 2
|
_ : o . |
4 | L ' ANGGOTA 4

5 T ANGGOTA 5

6 o | ANGGOTA" | 6

7 | RS ANGGOTA 7 b

B

JUNSUR KONTRAKTOR

 KETUA, S R 'SEKRETARIS,

NIP. oo o . NP....




LOKASI

IPEKERJAAN

- EHOTO PENILAIAN PEKERJAAN

CGAMBAR

KETERANGAN -

:‘. *




PEKERJAAN
|LoKasi

PHOTO PENANAMAN POHON

GAMBAR

KETERANGAN




PANITIAIPEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN |

DINASIBADANIKAN OR
TAHUN ANGGARAN 2014

(

PHP)

L L R T Y P YIS ] dlaEFRpann

DAFTAR VOLUME PEKERJAAN

PEKERJAAN ....

NO.  ITEM PEKERJAAN

VOLUME

KONTRAK

LAPANGAN

PERBEDAAN/|

- SELISIH .

KETERANGAN

1 : 2

4 .

5

6

—_ —_ ] —} -

Koordinator _

Anggota

---------------------------------------

o PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKE&MN, _ |

-----------------

Sekretarls

Pimpinan Teknik

H

i
P

1

[




g

~ PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN -
SR (RPHP) f,
DINAS/BADAN/KANTOR ...cvrvreemmserresvssernesn | -
TAHUN ANGGARAN 2014 i
DAFTAR ARSIP | DOKUMEN i
PEKERJAAN .....[......... T -
i Surat Menyurat
NO, NO.ITGL PERIHAL TUSUAN KETERANGAN| =
i 2 3 4 5 P
A, [surat Masuk :
. ¥ (No. Permohonan Exit Lapangém
~ |Tanggal
. 2 [Na. Permchonan (lang Muka
Tanggal .
3 [No, - Permohonan Pemeriksaan Fisik
. |Tanggal - N Lapangan
4{No, - Permohonan Pemeriksaan (PHO) -
- |Tanggal - Dan Pencairan 100%
§ |No. dil
Tanggal
B. |Surat Keluar:
" 1[No. - Teguran |
Tanggal )
2 INo, ' -. Tegurap Il
' Tanggal o .
-3 No. : Rapat Evalugsi Fisik
' Tanggal _
4 No. o - dit
N Tanggal ) o
;o o ‘Laporan .
" o, JENIS LAPORAN URAIAN - |KETERANGAN]|
S 1 2 - 3 4
| - 1 A Time Schedule adaftidak ada  lengkap/
. _ . ' ' o tdk lengkap
: B. |Laporan Harian R adattidak ada " lengkap/
: S : o . _ tdklengkap_
I C.. |Laporan Mingguan . adaftidak ada lengkap/
- N _ : o tdk lengkap
L D. |Laporan Bulanan (MC) _ - adaftidak ada lengkap/ -
. : . o S S o " tdk lengkap
E. |Back-upData = ° adaftidak ada - lengkap/ -
. : _ R . tdk lengkap
s o F.- {Laporan Cuaca . o adatidak ada lengkap/
. oL o o tdk lengkap
. . . 1




v
) .
s -
>

T

M |

‘M, Dokumen -

NO. JENIS DOKUMEN

URAIAN

KETERANGAN

1 2

3

4

A |Surat Penunjukan Penysadia
Barang/Jlasa

$Surat Perjanjian / Kontrak

Surat Pentyerahan Lapangan

O 0o wm

Surat Perintah Mulai Kerja

m

" [Contract Change Order (CCO)

adaftidak adé

adaftidak ada

adaftidak ada

adafidak ada

lengkap/
. idk fengkap
* lengkap/
tdk lengkap
. lengkap/
tdk lengkap

lengkap/
tdk lengkap

IV.  Data- data Teknik

NO. - JENIS DATA

URAIAN -

KETERANGAN] -

4

1. 2

A [Shop Drawing (gambar
pelaksanaan)

B |As Built Drawing

adaftidak ada

adatidakada -

Ie'n'gkapf '
tdk lengkap

lengkap/
tdk langkap

EANITIAIPEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN,‘.

Koordinator

Anggota

adusas

" Anggota

Ketud

' Pimpinan

................

Tekni

.......




et

3 )

Pada hari ini

1.

-8

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEGIATAN

NOMOR : 36/PA]

........ Tanggal ......... bulan.......... Tahun kanji

*Surat perjanjian (kontrak)/Surat Perintah Ketja

Surat Keputisan ................i..... NOMOF .......... tanggal .........
Pekerjaan (PPHP) TA. 2014 :

Surat permohonan CV.....s Nomor crrvere TERGGAE Lciiaeian,
Pekerjaan bt

Teiah mengadakan pemerﬂ(saan dan pemlalan Iapangan terhagap pekerjaan

N-BAPKAPU-PSDA/2013
wang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan
(SPIQ Nomor ............ k '

Tanggal ...... "

panhal Pekerjaan o
.. tentang Pembantukan Paniﬁa!Péjabat Penerima Hasll .
. Permintaan Pembayaran Fisik Lapar'\ga'n terhadap .

" Tahun Ahggaran 2G14 Kabupaten :

Gorontalo B

- _ VOLUME : :

NO -7 URAIAN o SAT - PERMINTAAN HASIL KET
: ' : ' KONTRAK PEMBAYARAN | PEMERIKSAAN L

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan inl dibuat untuk digunjakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENILAI HASIL PEKERJAAN

FIITITYY

Sekretaris

3

Anggota

Pimpinan '_Teknik

Koordinator : Ketua . 1

Anggota Anggota !

o

Anggota o

*Pilib salah satu - : i
Benfa acara ini dlbuar pada saar pemenksaan unruk pemohonan pembayaran tennyn <1 00%

o

i

;

1 {
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